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Jalan tol merupakan solusi dari kemacetan yang dialami oleh kota kota besar 
dengan jalan tol maka distribusi barang dari suatu daerah ke daerah lain dapat 
berlangsung lebih cepat. Seiring dengan banyaknya volume lalu lintas pada jalan 
tol berdampak pada kecelakaan lalu lintas yang sangat merugikan pengguna jalan 
tol baik berupa kerugian materil maupun kerugian jiwa. Disisi  lain  pengelola jalan 
tol juga mengalami kerugian yaitu berupa kerusakan asset jalan tol.  
Permasalahan dalam penelitian ini antara lain :(1)Bagaimana konsep 
pertanggung jawaban dalam hukum perlindungan konsumen, (2) Bagaimana cara 
penyelesaian konsumen dengan pengelola jalan tol terkait kerusakan asset jalan tol 
dan (3) apa kendala pelaksanaan pertangungjawaban  konsumen untuk mengganti 
asset jalan tol  adapun jenis penelitian yaitu di bidang hukum terapan. Pendekatan 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep Teori perlindungan hukum 
dan teori keadilan disini berperan penting untuk mencegah terjadinya sengketa 
antara pengguna jalan maupun pengelola jalan tol dan memiliki kesamaan hak yang 
sama dan adil di mata hukum. Adapun cara penyelesaian konsumen dengan 
pengelola jalan tol terkait kerusakan asset jalan tol di bagi menjadi dua golongan 
yaitu (1) Kerusakan asset jalan tol yang disebabkan kelalaian pengguna, dalam 
undang undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa akan menjadi tanggung 
jawab bagi pengguna jalan tol jika ditemukan kelalaian dari pihak pengguna. (2) 
Jika kerusakan asset yang jalan tol terjadi karena kecelakaan yang disebabkan oleh 
kelalaian pengelola, kerusakan asset tersebut menjadi tanggung jawab pengelola 
jalan toll dan pengguna jalan tol berhak menuntut ganti kerugian kepada 
pengusahaan jalan tol. kendala yang dihadapi dilapangan Tidak semua orang tau 
tentang aturan Pertanggungjawaban sehingga sering terjadi adu argument antara 
pengguna jalan yang mengalami kecelakaan dan pengelola jalan tol. konsumen 
yang merasa kurang mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban selaku 
pengguna jalan tol hanya diberikan informasi tarif yang berlaku di ruas jalan tol 
tersebut.  dengan adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan 
tol diharapkan mengurangi kecelakaan dan konflik antara pengelola dan pengguna 
jalan tol. 









Toll roads are a solution to congestion experienced by big cities with toll 
roads, so the distribution of goods from one area to another can take place more 
quickly. Along with the large volume of traffic on toll roads, it has an impact on 
traffic accidents that are very detrimental to toll road users, both in the form of 
material losses and loss of life. On the other hand, toll road managers also 
experience losses in the form of damage to toll road assets. 
The problems in this study include: (1) How is the concept of responsibility 
in consumer protection law, (2) How to resolve consumers with toll road managers 
regarding toll road asset damage and (3) what are the obstacles in implementing 
consumer responsibility for replacing toll road assets as well. type of research, 
namely in the field of applied law. The approach used in this research is quantitative 
research. 
The results of this study indicate that the concept of the theory of legal 
protection and the theory of justice here plays an important role in preventing 
disputes between road users and toll road managers and have equal and fair rights 
in the eyes of the law. As for the ways of resolving consumers with toll road 
managers related to toll road asset damage are divided into two groups, namely (1) 
Damage to toll road assets caused by user negligence, in the consumer protection 
law it is explained that it will be the responsibility of toll road users if negligence 
of toll road users is found. the user's side. (2) If the toll road asset damage occurs 
due to an accident caused by negligence of the manager, the damage to the asset is 
the responsibility of the toll road manager and toll road users have the right to claim 
compensation from the toll road concessionaire. Constraints faced in the field Not 
everyone knows about the accountability rules, so there are often arguments 
between road users who have had accidents and toll road managers. consumers who 
feel that they do not have information about the rights and obligations as toll road 
users are only given information on the applicable tariffs on the toll road segment. 
With the socialization of the rights and obligations of toll road users, it is hoped that 
it will reduce accidents and conflicts between toll road managers and users. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Perpindahan penduduk ke kota yang makin cepat ini tentu berakibat banyak 
menimbulkan masalah yaitu di antaranya masalah transportasi. Bisa  dikatakan 
secara fakta yang terjadi (das sein) tantangan transportasi perkotaan masa yang 
akan datang sudah ada di depan mata. Selain Perpindahan penduduk ke kota, 
beberapa kemungkinan yang harus diperhatikan, yang mungkin sangat 
mempengaruhi perkotaan dari sisi transportasi, adalah sebagai berikut:  
1. Semakin jauh jarak  perpindahan seseorang setiap hari, semakin tinggi harga 
properti di pusat perkotaan menyebabkan lahan permukiman semakin 
bergeser ke pinggiran kota, dilain sisi lokasi bekerja semakin menuju ke 
pusat perkotaan. Ini dapat menyebabkan manusia bisa melakukan 
perpindahaan lebih jauh lagi dan lebih lama lagi untuk menuju lokasi tempat 
kerja. Semakin jauh perjalanan dan semakin lama pula seseorang 
membebani dan menggunakan jaringan jalan, semakin tinggi pula 
penambahan peluang terhadap kemacetan di indonesia.  
2. Semakin banyak jumlah perempuan yang bekerja, tidak dapat dibantahkan 
lagi, keperluan  suatu keluarga pada masa saat ini tidak hanya bisa ditopang 
oleh penghasilan kepala keluarga saja. Perlu ada sumber pendapatan 
tambahan lain, dan ini dapat mengakibatkan istri harus turun tangan untuk  
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bekerja, yang berakibat semakin banyaknya pergerakan yang dilakukan oleh 
keluarga.  
3. Semakin banyak jumlah mahasiswa dan pelajar,  akan menimbulkan  
persaingan yang lebih ketat di masa mendatang yang berakibat pendidikan 
yang bersifat berkelanjutan seperti contohnya ikursus, ipelatihan, 
pendidikani ibergelar paruh iwaktu menjadi suatu ikeharusan bagi 
iseseorang yang itelah bekerja. iKecenderungan ini membuat terjadi 
pergerakan transportasi tambahan ke pusat kota, menuju lokasi pusat 
pendidikan tersebut.  
 Semakin banyak wisatawan tingginya tekanan yang dirasakan oleh setiap 
orang yang tinggal di daerah perkotaan menyebabkan rekreasi menjadi suatu 
kebutuhan utama. Sudah barang tentu hal ini pun menyebabkan semakin 
banyaknya pergerakan.1 
Baru-baru iini kita hampir isering melihat secara fakta yang terjadi (das sein) 
ibanyak Kendaraan iyang berlalu ilalang di ijalan raya. iBanyaknya kendaraan ini 
terkadang imembuat ijalan mejadi semakin padat dari hari kehari, ibahkan itidak 
jarang ibanyak pengemudi ijalan yang iugal-ugalan isaat berkendara. iKepadatan 
jalan iraya semakin ipadat dari hari ikehari, bahkan itidak jarang ibanyak 
pengemudi ijalan yang iugal-ugalan saat iberkendara. Kepadatan iberkendara 
dapat imenimbulkan kecelakaan, kecelakaan idi jalan raya ibukan hanya 
disebabkan ioleh kurangnya pengetahuan ipengendara dalam iberkendara, itetapi 
                                                          
1 Ofyar Z. Tamin, Perencanaan dan Pemodelan Transportasi (Bandung: Institut Teknologi 
Bandung , 2000), halaman. 3 
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juga disebabkan ikarena kondisi jalan yang ikurang baik. Kerusakan ijalan ini 
seperti iberupa iretak-retak (cracking), berupa gelombang (corrugation), juga 
kerusakan berupa alur/cekung arah imemanjang jalan isekitar jejak iroda 
kendaraan (rutting) iada juga berupa ilobang-lobang (pothole). iKerusakan 
tersebut ibisa terjadi pada ipermukaan jalan iyang menggunakan ibeton aspal 
sebagai ilapis permukaanya. iKerusakan jalan seperti iini ibiasanya disebabkan 
oleh iberbagai faktor misalnnya, iakibat beban roda ikendaraan berat iyang lalu 
ilalang (berulang-ulang), kondisi imuka air itanah yang itinggi, iakibat dari 
kesalahan ipada waktu ipelaksanaan, dan ijuga ibisa akibat ikesalahan 
perencanaan.2 
Dalam undang-undang 22 Tahun 2009 ipasal 1 ayat 24 “Kecelakaan iLalu 
iLintas adalah isuatu peristiwa di iJalan yang itidak diduga idan tidak idisengaja 
imelibatkan iKendaraan dengan iatau tanpa iPengguna Jalan ilain yang 
mengakibatkan ikorban imanusia dan/atau ikerugian harta ibenda.” Adapun 
penyebab ikecelakaan Lalu Lintas dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu penyebab 
dari  Manusia, penyebab dari Jalan penyebab dari Kendaraan  dan penyebab dari 
Lingkungan.3 
Pembangunan jalan tol merupakan salah satu  solusi memperlancar lalu 
lintas. Kita bisa merasakan sendiri dengan adanya Jalan Tol, kita dapat 
menghemat waktu tempuh perjalanan, jika kita mengandarai kendaraan dengan 
                                                          
2 Eddhie Praptono, Peran Pemerintah Dalam Menangani Kerusakan Infrastruktur Berbasi Hukum 
Progresif ( Tegal:Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal, 2018), halaman 78 
3 Nugroho Utomo, Analisa Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Segmen Jalan By-
Pass Krian – Balongbendo, Jurnal Teknik Sipil KERN Vol. 2 No. 2. 
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kecepatan sesuai peruntukan  kita mampu menghemat bahan bakar kendaraan, 
kenyamanan berkendara lebih nyaman di jalan to karena yang melewati jalan tol 
hanya ikendaraan iroda 4 (empat) atau ilebih dan juga Lebih terhindar dari resiko 
kemacetan. 
Namun, disisi lain jalan tol menyebabkan ikecelakaan lalu ilintas yang 
imemiliki fatalitas yang itinggi, ikejadian ikecelakaan yang mengakibatkan 
kecelakaan dengan fatalias tinggi dalam penanganannya perlu dilakukan kordinasi 
dan saling memiliki hubungan kerja antara berbagai pihak yaitu diantaranya 
Pengelola Jalan tol, Kepolisian (Partroli Jalan Raya/PJR), dan Pihak 
Kesehatan(Rumah Sakit). Jika terjadi kordinasi hubungan kerja yang buruk maka 
nyawa dari korban tidak tertolong. 
Menurut Dr. Eddhie Praptono,S.H.,M.H., dalam bukunya yang berjudul 
“Peran Pemerintah Dalam Menangani Kerusakan Infrastruktur Berbasi Hukum 
Progresif” mejelaskan pengertian Koordinasi dan hubungan kerja sebagai berikut: 
“Kordinasi dan hubungan ikerja adalah idua pengertian iyang saling 
berhubungan ikarena koordinasi ihanya dapat itercapai sebaik-baiknya 
idengan melakukan ihubungan kerja iyang efektif. iHubungan kerja adalah 
bentuk iadministrasi yang imembantu tercapainya ikoordinasi. Oleh ikarena 
itu idikatakan bahwa ihasil akhir dari ikomunikasi (hubungan Kerja) iadalah 
tercapainnya ikoordinasi dengan icara yang berhasil iguna dan daya iguna 
(Efektif dan iEfisien). iKoordinasi idimaksudkan sebagai iusaha imenyatukan  
kegiatan – ikegiatan dari isatuan – satuan ikerja (unit-unit) iorganisasi, 
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sehingga iorganisasi bergerak isebagai ikesatuan yang ibulat guna 
imelaksanakan seluruh itugas organisasi iuntuk mencapai itujuannya.”4 
Kecelakan merupakan kejadian yang tidak diinginkan dan dapat membuat 
kerugian bagi konsumen/Pengguna Jalan Tol  maupun kerugian bagi Badan Usaha 
Jalan Tol/pengelola jalan tol. Kerugian yang jelas didapatkan oleh 
konsumen/Pengguna Jalan Tol ketika terjadi kecelakaan yaitu Kerugian harta 
benda bahkan nyawanya dan begitu  pula Badan Usaha Jalan Tol/pengelola jalan 
tol akan mengalami kerugian berupa terhambatnya traffic, biaya operasional 
evakuasi dan kerusakaan asset. Kerusakan  asset ini dapat menyebabkan 
kecelakaan berikutnya lebih parah lagi jika terus dibiarkan dan tidak segera 
diperbaiki. Kerusakaan asset jalan tol yang di sebabkan oleh kecelakaan seringkali 
menjadi perdebatan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan asset 
tersebut. Disinilah perlu adanya penelitian yang mengkaji tentang kerusakan asset 
jalan tol yang di sebabkan oleh kecelakaan. Banyak pengguna jalan tol yang 
menemukan kendala dan belum tau bagaimana sistem pertangungngan jawab 
konsumen pada saat kecelakaan di jalan tol dan meyebabkan kerusakan aset jalan 
tol. 
Pada dasarnya (das sollen) ipengguna iJalan Tol idapat di kategorikan 
sebagai iKonsumen ini jelas tertulis dalam undang – undang Nomer 8 tahun 1999 
yaitu Pasal 1 ayat 2 yaitu “Konsumeni adalah isetiap orang ipemakai barang 
dan/atau jasa iyang tersedia idalam imasyarakat, ibaik bagi ikepentingan diri 
                                                          
4 Eddhie Praptono, Peran Pemerintah Dalam Menangani Kerusakan Infrastruktur Berbasi Hukum 
Progresif ( Tegal:Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal, 2018), halaman 87 
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isendiri, keluarga, iorang lain, imaupun makhluk ihidup lain idan tidak iuntuk 
idiperdagangkan” . 
Karena itu perlu adanya  kejelasan pertanggung jawaban 
Konsumen/Penggunan Jalan Tol sesuai aturan yang berlaku agar penggunan jalan 
tol mendapatkan hak dan perlindungan konsumen. 
B. Perumusan Masalah  
Kerusakaan asset jalan tol yang di sebabkan oleh kecelakaan seringkali 
menjadi perdebatan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan asset 
tersebut. Disinilah perlu adanya penelitian yang mengkaji tentang kerusakan asset 
jalan tol yang di sebabkan oleh kecelakaan. Adapun rumusan masalah yaitu: 
1. Bagaimana  dasar hukum/bentuk pertangungjawaban kerusakan aset jalan 
tol yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. 
2. Bagaimana cara penyelesaian pertangungjawaban kerusakan aset jalan tol 
yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. 
3. Apa kendala pelaksanaan penyelesaian pertangungjawaban kerusakan aset 






C. Tujuan Ipenelitian 
Dalami penelitiani ini  bertujuani untuk 
1. Menganalisa konsep pertangungjawaban kerusakan aset jalan tol yang 
diakibatkan kecelakaan lalu lintas. 
2. Menganalisa cara penyelesaian pertangungjawaban kerusakan aset jalan tol 
yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. 
3. Menganalisa kendala penyelesaian pertangungjawaban kerusakan aset jalan 
tol yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. 
Penelitian ini berfokus pada lokasi ruas jalan tol Trans Jawa, Tol Cipali 
dimulai di kilometer 72 Cikopo, Purwakarta. Jalan tol ini menghubungkan 5 
(lima) kabupaten: Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka sebelum berakhir 
di kilometer 188 Palimanan, yang berada pada wilayah administratif Kabupaten 
Cirebon. Ruas Tol ini  dikelola oleh Perseroan Terbatas Astra Infra.5 
D. Manfaat Ipenelitian 
Manfaat atau kegunaan penelitian ini diarakan pada manfaat teoritis yaitu 
untuk pengembangan pengetahuan bidang hukum bisnis yang berhubungan 
dengan masalah transportasi di Indonesia dan juga dapat memberikan informasi 
kepada konsumen (pengguna jalan Tol)  dan langkah yang tepat dalam 
                                                          
5 Laporan Peraktek Kerja Profesi II di Jalan Tol Cipali (Astra Infra Toll Road Cikopo - 
Palimanan) tahun 2020. 
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menghadapi masalah kerusakan asset jalan tol dan mengurangi angka kecelakaan 
di jalan tol.  
E. Originalitas Penelitian 
Posisi penelitian ini dihadapkan penelitian yang sudah ada adalah sebagai 
berikut 
NO Nama peneliti, tahun 
dan judul penelitian 
Hasil penelitian  Originalitas penelitian 






Akibat Kecelakaan Di 
Jalan Tol Pejagan 
Pemalang Yang 
Menyebabkan Aset 
Jalan Tol Rusak 
Penelitian ini focus 
pada menganalisa 
Pelanggaran lalulintas 
yang bersifat fatal 
hingga menghilangkan 
nyawa 
Peneliti akan fokus pada 
bagaimana pertanggung 
jawaban konsumen yang 
merusak asset jalan tol 
2 Sumaryo, 2017 
Dampak Keberadaan 
Jalan Tol Terhadap 
Penelitian ini fokus 
pada dampak social 
pembangunan jalan tol 
Peneliti akan fokus pada 
bagaimana pertanggung 
jawaban konsumen yang 
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merusak asset jalan tol 
3 Ardina Rahmalia,2016. 
Analisa Kelayakan 
Pembangunan Jalan 
Tol Pemalang Batang 




Peneliti akan fokus pada 
bagaimana pertanggung 
jawaban konsumen yang 
merusak asset jalan tol 
4 Widi Nugrahaningsih, 
Mira Erlinawati , 2017 
Implementasi Undang-
Undang Nomor 8 








Peneliti akan fokus pada 
bagaimana pertanggung 
jawaban konsumen yang 
merusak asset jalan tol 
 
Penelilitian yang berjudul “PERTANGUNGJAWABAN KERUSAKAN 
ASET JALAN TOL YANG DIAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS” 
ini berfokuskan pada bagaimana pertanggung jawaban konsumen yang merusak 
asset jalan tol. Sehingga dapat mengetahui konsep pertangungjawaban kerusakan 
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aset jalan tol yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengetahui cara 
penyelesaian pertangungjawaban kerusakan aset jalan tol yang diakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dan mengetahui kendala penyelesaian pertangungjawaban 
kerusakan aset jalan tol yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas, sedangkan 
penelitian Reza Hasrianto tahun 2018 penelitian ini focus pada menganalisa 
Pelanggaran lalulintas yang bersifat fatal hingga menghilangkan nyawa dan juga 
untuk penelitian Sumaryo tahun  2017 penelitian ini fokus pada dampak social 
pembangunan jalan tol selain itu untuk penelitian Ardina Rahmalia tahun 2016 
penelitian ini fokus pada kelayakan pembangunan Tol Secara Ekonomi dan yang 
terakhir penelitian Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati tahun  2017 
penelitian ini fokus pada Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. Oleh 
karena itu sudah jelas bahwa penelitian ini belum pernah di teliti sebelumnnya. 
F. Kerangka Teori dan Konseptual 
1. Kerangka Teori  
Kerangka teori yaitu merupakan kerangka pemikiran yang berfungsi untuk 
menelah permasalahan penelitian yang di bahas dalam penelitian ini penulis 
memfokuskan dan berpijak pada teori kebijakan hukum, teori pemanfaatan hukum 
dan teori kepastian hukum.  
Dalam ketiga teori diatas saling mengalami keterkaitan dengan permasalahan 
yang diambil yaitu Pertanggung jawaban kerusakan aset jalan tol yang 
diakibatkan kecelakaan lalu lintas, dalam hal persiaspan penelitian ke tiga teori 
diatas menjadi dasar yang sangat kuat dalam kajian ini. 
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Dasar ke tiga teori tersebut juga menjadi panduan dalam pengamatan kondisi 
lapangan mulai dari kondisi jalan tol dilapangan maupun dari wawancara yang 
dilakukan kepada Badan Usaha Jalan Tol, dan kemudian disesuaikan dengan 
literatur untuk mengidentifikasi masalah kerusakan asset yang disebabkan oleh 
kecelakaan lalu lintas.  
Ketiga teori tersebut juga menjadikan dasar dalam pengambilan data baik 
berupa data primer (data yang didapatkan langsung/data dilapangan)  maupundata 
skunder data yang didapatkan dari berkas-berkas atau soft copy ydang didapat dari 
perusahaan Pengelola Jalan Tol.  Adapun data primer yang  diperoleh yaitu foto 
kondisi lapangan yaitu kondisi keadaan jalan tol baik permukaan jalan tol maupun 
seluruh fasilitas penunjang operasional jalan tol,  data survey wawancara yang 
didapat dari form pengisian kuisioner yang di isi oleh pengguna jalan tol  dan 
wawancara pengelola BUJT yang dilakukan secara langsung guna memperoleh 


























1. Kondisi Jalan Tol 
2. Konfirmasi Kepada BUJT 
 
IDENTIFIKASI 
Masalah kerusakan asset yang 






DATA SEKUNDER : 
1. Data kecelakaan jalan tol 
2. Data Pengguna Jalan Tol 
3. Data Kerugian Asset Jalan   
    akibat kecelakaan. 
 
DATA PRIMER : 
1.foto kondisi lapangan 
2. survey wawancara 
a. pengguna jalan tol 
b. wawancara pengelola  






2. Kerangka Konseptual  
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 
menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu 
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek 
berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang 
bertentangan.6 Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: 
“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum 
disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu 
jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi 
karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat 
yang membahayakan.”7 
Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari: 
1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab 
terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri; 
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung 
jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;  
                                                          
6 Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and 
State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum 
Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 
7  Ibid Hal 83 
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3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang 
individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena   
sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;  
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja 
dan tidak diperkirakan.8 
Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan  
responsibility,istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu 
tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan 
istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.9 Teori tanggung 
jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam 
arti liabilty,10 sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum 
seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa 
dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan 
hukum. 
Dalam penyelenggaraan jalan tol antara pengelola dan pengguna jalan tol 
pertanggungjawaban itu melekat. Kewenangan, hak dan kewajiban dalam 
                                                          
8 Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa 
& Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140. 
9 HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm. 337. 
10 Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja 
Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54. 
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perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya 
pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “geenbevegdedheid zonder 
verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila 
mas-uliyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).11 
Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan  
melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :12 
a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan 
sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan 
sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa 
yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.  
b. Tanggung jawab akibat perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan karena 
kelalaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan 
(concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah 
bercampur baur (interminglend).  
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 
mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 
baik secara sengaja maupun tidak sengaja.  
Fungsi teori pertanggung jawab pada penulisan tesis  ini adalah memberikan 
arah/petunjuk serta gambaran kepada hukum posistif yang akan digunakan untuk 
                                                          
11 Ibid Hal 352 
12 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm. 336 
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menyelesaikan permasalahan pertanggung jawaban kerusakaan aset jalan tol 
akibat kecelakaan. 
suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. 
Kebijakan hukum yaitu hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan 
yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan 
berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami 
perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala 
tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan 
tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga 
kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai. 
Menurut Barda Nawawi Arief  dalam bukunya Kebijakan Hukum Pidana 
Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Pembaharuan hukum pidana 
juga di latarbelakangi oleh berbagai  aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, 
kebijakan kriminal dan  kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan 
hukum pidana  merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-
oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-
oriented approach). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan 
hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum 
pidana (penal policy).13 
                                                          
13  Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ini sangat berkaitan dengan hukum pertanggung jawaban kerusakan aset jalan tol 
karena yang dulu awalnya tidak adanya jalan toll dan setelah adanya jalan toll 
perlu adanya aturan atau kebijakan hukum yang baru guna mengcover kejadian 
hukum yang akan terjadi karena pengoperasian jalan tol tersebut.  
Kemanfaatan hukum merupakan Eksistensi hukum bertujuan untuk 
memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang 
diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung bermasyarakat. Kaidah hukum 
di samping kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga 
mengatur hubungan di antara manusia.14 Identifikasi setiap permasalahan 
merupakan tugas dari hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian 
hukum.Masyarakat berkembang secara pesat di dunia komunitasnya atau dalam 
bernegara, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan 
harus dipenuhi sesuai zamanya. Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki 
relevansi dengan kepastian hukum, karenannya hukum akan bersifat statis tanpa 
adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi 
kekacuan hukum. 
Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir 
praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-
ajaran hukum yang dapat diterapkan, menurut Johnson, agar tercipta korelasi 
antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih 
                                                          
14 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cetakan ke 1(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 
2011) h. 16 
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maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum perseorangan.15 
Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita 
masyarakat.Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, 
akan tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Penganut mazhab 
utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan 
dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk 
kemanfaatan bagi seluruh orang.16 
Karena hal tersebutlah manfaat dari adanya hukum dalam pertanggung 
jawaban kerusakan aset jalan tol dapat memberikan manfaat bagi pengguna 
maupun penyelenggaran jalan tol hingga timbul harmonisasi keadilan. 
Kepastian hukum yaitu kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, 
ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai 
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu 
tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan 
pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan 
pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.17 
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 
adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 
                                                          
15 Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, Cetakan ke 3 (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006) h. 204 
16 Shidarta, Pokok-pokok filsafat hukum., Halaman 160 
17 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang 
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59 
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aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 
dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 
Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 
hukum.18 
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 
yaitupertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu19 
berdasarkan teori kepastian hukum maka hukum atau aturan yang ada pada 
jalan tol perlu di pahami masing-masing pihak pada saat adanya kejadian 
kerusakaan aset jalan tol siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan 
tersebut karena aturan tersebut telah jelas dan tersampaikan dengan gambling dan 
langsung mengerti dampak dari hak dan kewajiban bagi pengguna jalan told an 
pihak pengelola jalan tol.  
Dengan adanya teori-teori hukum diatas maka jelas bahwa aturan hukum 
perlu ditegakan dan memiliki rasa keadilan yang sama antara pengelola jalan toll 
                                                          
18 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 




dan pengguna jalan tol. Pada saat seseorang pengguna jalan tol masuk dan 
menggunakan fasilitas jalan toll, pengguna jalan harus membayar biaya jalan tol 
pada saat di pintu keluar jalan toll dan pengguna di perbolehkan menggunakan 
fasilitas jalan tol secara wajar dan sesuai kententuan yaitu biasanya kita 
menggunakan parker di rest area dan kita juga dapat menggunakan toilet di rest 
area secara gratis. Hal tersebut merupakan bagian pelayanan dari pengelola jalan 
tol yang telah memungut biaya jalan tol pada saat pengguna jalan tol membayar 
tariff sesuai dengan kelas kendaraan nya. Hal demikian merupakan hal yang 
sesuai dengan teori – teori hukum yang ada yaitu teori kemanfaatan hukum, teori 












G. Metode Ipenelitian 
Metode ipenelitian iyang idigunakan pada ini adalah ipenelitian ikuantitatif 
disertai dengan penjelasan atau deskriptif. Dengan pedekatan dengan undang-
undang dan peraturan terkait dengani pertangunganjawaban pengguna jalan tol 
terhadap kerusakan aset jalan tol yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas.  
Kasirami dalam bukunya iMetodologi iPenelitian iKualitatif dan iKuantitatif, 
imendifinisikan penelitian ikuantitatif adalah isuatu proses imenemukan 
ipengetahuan yang imenggunakan data iberupa angka isebagai alat imenganalisis 
iketerangan imengenai apa iyang ingin idiketahui.20 
Karakteristik dari penelitian yang bersifat kuantitatif adalah berikut contohnya  : 
a. Memakai polai berpikir deduktifi (rasional – e mpiris ataui top-down), yang 
berusahai memahami suatui fenomena idengan cara imenggunakan konsep-
konsepi yang umumi untuk menjelaskani fenomena-fenomenai yang bersifat 
kusus. 
b. Logikanya yangi dipakaii adalahi logika positivistiki dan imenghindari hal-
hal yangi bersifati isubjektif. 
c. Cara  penelitiani mengikutii proseduri yangi sudah idirencanakan. 
                                                          
20 H. Moh. Kasiram,  Metodologi Penelitian, Malang : 2008. halaman :149 
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d. Akhir tujuan dari penelitiani kuantitatifi adalah untuki menyususuni ilmu 
nomotetiki yaitu ilmui yang berupayai membuati hukum-hukumi dari 
generalisasinya. 
e. Bahan isubjek yang iditeliti, data iyang dikumpulkan, idan sumber idata yang 
dibutuhkan, iserta alat ipengumpul data iyang dipakai isesuai dengan iapa 
yang itelah idirencanakan isebelumnya. 
f. Proses pengumpulani data dilakukani melalui pengukurani dengan 
menggunakani alat yangi objektifi dan ibaku. 
g. Penulis/peneliti menempatkani diri secarai terpisah idengan iobjek penelitian, 
dalami iarti dirinya itidak iterlibat isecara emosional idengan isubjek 
penelitian. 
h. Cara analisisi data dilakukani setelahi semuai data iterkumpul. 
i. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu 
dan situasi.21 
Bila kita melihat ipenelitian kuantitatif ipelaksanaannya iberdasarkan 
prosedur iyang telah idirencanakan isebelumnya. Contoh  prosedur ipenelitian 
kuantitatif iterdiri dari itahapan-tahapan ikegiatan sebagai iberikut: 
a. Identifikasi ipermasalahan yang iada 
b. Studi iliteratur dari iberbagai bahan. 
                                                          
21 Ibid, halaman 149-150 
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c. Pengembangan ikerangka konsep ipenelitian 
d. Identifikasi idan definisi ivariabel, ihipotesis, dan ipertanyaan ipenelitian 
yang icocok. 
e. Pengembangan idisain penelitian iyang cocok. 
f. Tekniki sampling iyang pas digunakan 
g. Pengumpulani dan ikuantifikasii idata dari lapangan. 
h. Analisisi data iyang di idapat. 
i. Interpretasii dan ikomunikasi hasil ipenelitian.22 
 
H. Sistematika Ipenulisan 
Sistematikai penulisan Penelitian tesisi ini terdiri dari  
Bab I : Pendahuluani  
Padai babi ini akan diuraikan imengenai latarbelakang iperumusan 
masalah, itujuan penelitian, imanfaat ipenelitian, metode penelitian 
dan isistematika ipenulisan penelitian tesis. 
 
 
                                                          
22 Ibid, halaman 160 
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Bab II : Tinjauani Pustakai  
Padai babi ini akan diuraikani imengenai norma, konsep-konsep 
hukum dan teori-teorii hukum yangi iberhubungan idengan fakta 
dank asus yang isedang diteliti. 
Bab III : Hasili Penelitiani dan Pembahasani  
Padai babi ini akani diuraikani secara sistematis tentang hasil-
hasil ipenelitian yangi itelah dilakukan, dan analisis terhadap 
permasalahan yang diangkat oleh Peneliti. 
Bab IV : Penutup 
Pada bab bagian ini akan diuraikan dan disampaikan kesimpulan 
dan saran-saran dari hasil penelitian ini, kesimpulan memuat 
pernyataan singkat dan akurat dari hasil penelitian. Kemudian, 
saran yang merupakan argument penutup dan hasilanalisis berupa 
rekomendasi yang mengandung pemikiran terhadap 








A. Tinjauan Umum tentang Kerusakan Aset Jalan Tol Akibat Kecelakaan 
1. Pengguna Jalan Tol  
Pengguna jalan tol dapat  dikatakan konsumen, Kata konsumen berasal 
dari kata dalam bahasa Inggris, yakni consumer, atau dalam bahasa Belanda 
“consument”, “konsument”, konsumen secara harfiah adalah orang yang 
memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. 
Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai 
peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang 
UUPK pasal 1 merumuskan sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap 
orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan.”23 
Dalam pengertian sehari-hari sering kali dianggap bahwa yang disebut 
konsumen adalah pembeli (Inggris; buyer, Belanda; koper). Pengertian 
konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau 
disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam 
Pasal 1 butir 2 UUPK, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian 
                                                          
23 Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja 
Gratindo Persada, hlm 1 
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pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukan bahwa barang atau jasa 
dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi 
jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak 
terbatas hanya. Karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual 
beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut 
sebagai konsumen.24 
Banyak negara secara tegas menetapkan siapa yang disebut sebagai 
konsumen dalam perundang-undangannya, konsumen dibatasi sebagai 
"setiap orang yang membeli barang yang disepakati, baik menyangkut harga 
dan caracara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang 
mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan 
komersial.25 
Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di dalam 
Undangundang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 undang-undang 
No. 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 
perlindungan  konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, 
jelaslah bahwa adanya undangundang ini untuk melindungi kita sebagai 
konsumen karena selama ini konsumen amat lemah posisinya. 
                                                          
24 Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab 
Produk, Jakarta, Pantai Rei, 2005 hlm 22-24 
25 UU Perlindungan Konsumen 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf C. 
27 
 
Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer 
(InggrisAmerika), atau consument/itu tergantung dalam posisi dimana ia 
berada. Konsumen dapat berupa: 
1. Pemakai barang hasil produksi; 
2. Penerima pesan iklan; 
3. Pemakai jasa (pelanggan). 
Perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 
tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh 
para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktifitas yang 
akan dilakukan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK 
merumuskan sejumlah hak penting konsumen, menurut pasal 4 ada 
Sembilan hak dari konsumen, delapan diantaranya hak eksplisit diatur 
dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut adalah: 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa; 
2. Hak untuk memilih barang dan jasa; 
3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan 
jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; 
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5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan 
penyelesaian sengketa; 
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak 
diskriminatif; 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang 
merugikan; 
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. 
Kewajiban para konsumen diantaranya meliputi: 
1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi atau prosedur pemakaian 
atau pemanfaatan barang dan jasa atau demi keamanan dan 
keselamatan; 
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin hak 




Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum 
untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan 
konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: 
1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada 
konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekati; 
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil 
kepada konsumen. 
Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah 
menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. 
Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, terutama 
konsumen muslim, dimana sebagian besar penduduk Indonesia beragama 
Islam. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam 
Islam. Karena dalam Islam, bahwa perlindungan konumen bukan sebagai 
hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik 
secara luas, bahkan menyangkut hubungan anatara manusia dan Allah Swt. 
Maka perlindungan konsumen Muslim merupakan kewajiban negara. 
Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep 
halal, haram dan penyediaan tempat ibadah di fasilitas umum, serta keadilan 
ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. 
Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi 
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perlindungan terhadap zat, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat 
mengonsumsi barang dan/jasa tersebut. Maka dalam Islam, barang dan/atau 
jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara 
memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan 
syara’. Karena itu pula, tujuan konsumen muslim berbeda dengan tujuan 
konsumen non-muslim. Konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan 
atau minuman bertujuan untuk mengabdi dan merealisasikan tujuan yang 
dikehendaki Allah SWT. 
Karena konsumen masih banyak yang berada dalam posisi yang lemah. 
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan asas-asas perlindungan konsumen 
adalah: 
1.  Asas Manfaat: Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa 
segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan 
pelaku usaha secara keseluruhan; 
2. Asas Keadilan: Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat 
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan 
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil; 
3. Asas Keseimbangan: memberikan keseimbangan antara kepentingan 




4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: untuk memberikan 
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau digunakan; 
5. Asas Kepastian Hukum: dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin 
kepastian hukum. 
2. Asas-Asas Konsumen 
Menurut ketentuan yang terdapat dalam pengaturan dalam perlindungan 
konsumen ada lima asas perlindungan konsumen yang ditetapkan UUPK 
(Pasal 2) yaitu 26 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian 
hukum” 
Asas-asas tersebut meliputi yakni: 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha 
secara keseluruhan. 
                                                          
26 Siahaan N.H.T, op.cit, hlm. 82 
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2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil. 
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan 
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti 
materil dan sprititual. 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 
yang dikonsumsi atau digunakan. 
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta Negara menjamin 
kepastian hukum. 
Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan 
subtansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas yaitu: 
1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan 
keselamatan konsumen. 
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan 
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3. Asas kepastian hukum 
Asas keseimbangan yang dikelompokan ke dalam asas keadilan, 
mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud juga keadilan bagi 
kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah, kepentingan pemerintah dalam hubungan ini tidak dapat dilihat 
dalam hubungan transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha 
dan konsumen. Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili 
kepentingan publik yang kehadiranya tidak secara langsung di antara para 
pihak tetapi melalui berbagai pembatasan dalam bentuk kebijakan yang 
dituangkan dalam berbagai undang-undang dan berbagai peraturan 
perundang-undangan.27 
Keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen 
menampakan fungsi hukum yang menurut Rescoe Pound sebagai sarana 
pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-
kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain sebagai 
sarana kontrol sosial, keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku 
usaha dan konsumen tidak terlepas dan adanya pengaturan tentang 
hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Menurut 
Bellefroid, secara umum hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat 
publik maupun privat dilandaskan pada prinsip-prinsip atau asas kebebasan, 
persamaan dan solidaritas, dengan prinsip atau asas kebebasan, subyek 
                                                          
27 Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja 
Grafindo Persada, hlm 29 
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hukum bebas melakukan apa yang diinginkannya dengan dibatasi oleh 
keinginan orang lain dan memelihara akan ketertiban sosial. Dengan prinsip 
atau asas kesamaan, setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di 
dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dalam hal 
ini hukum memberikan perlakuan yang sama terhadap individu, sedangkan 
prinsip atau asas solidaritas sebenarnya merupakan sisi balik dan asas 
kebebasan. Apabila dalam prinsip atau asas kebebasan menonjol adalah hak, 
maka di dalam prinsip atau asas solidaritas yang menonjol adalah 
kewajiban, dan seakan-akan setiap individu sepakat untuk tetap 
mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang merupakan modus survival 
bagi manusia, melalui prinsip atau asas solidaritas dikembangkan 
kemungkinan negara mencampuri urusan yang sebenarnya bersifat privat 
dengan alasan tetap terpeliharanya kehidupan bersama. Dalam hubungan ini 
kepentingan pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam asas 
keseimbangan dia atas, yang sekaligus sebagai karakteristik dan apa yang 
dikenal dalam kajian hukum ekonomi. 
Asas-asas perlindungan. tersebut di atas, dipadankan dengan tujuan 
perlindungan konsumen Pasal 3 UUPK menetapkan 6 tujuan perlindungan 
konsumen, yakni; 
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri 
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2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa 
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. 
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha 
6. Meningkatkan kualitas barang/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan konsumen. 
 
Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi 
pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, 
karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir 
yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum 
perlindungan konsumen. Menurut Achmad Ali, 28 mengatakan masing-
masing undang undang memiliki tujuan khusus, hal itu juga tampak dan 
                                                          
28 Achmad ali dalam Mini Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, 
Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 34 
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pengaturan pasal 3 Undang-Undang Konsumen, sekaligus membedakan 
dengan tujuan umum sebagaimana dikemukakan berkenaan dengan 
ketentuan pasal 2 di atas. Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen yang satu pasalnya mengatur tentang kewajiban 
bagi pelaku usaha Pasal 7 untuk memberikan informasi yang benar, jelas, 
jujur mengenai kondisi produk tersebut, maka kita sebagai konsumen harus 
teliti sebelum membeli. 
Kebenaran atas informasi produk makanan disarankan sangatlah penting 
bagi konsumen khususnya konsumen muslim tentang halal atau tidak suatu 
produk makanan itu, label halal pada suatu produk makanan merupakan 
sebuah infomasi yang berguna bagi konsumen muslim, serta adanya 
ketentuan pada Pasal 8 yang menerangkan tentang perbuatan yang dilarang 
bagi pelaku usaha yaitu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label. Selama ini 
penelitian terhadap halal atau haramnya suatu produk baru sebatas melayani 
permintaan saja, belum adanya kewajiban untuk mencantumkan label halal 
atau pun jika produk tersebut tidak halal maka dapat ditulis dengan jelas 
menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh konsumen dari berbagai 






3. Hak-Hak Konsumen 
Secara umum hak dapat diartikan sebagai klaim atau kepemilikan 
individu atau sesuatu, seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki 
klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang 
lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. 
Hak bisa berasal dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan atau 
mengizinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu 
terhadapnya, inilah yang disebut dengan hak hukum. 
Hak moral yang paling penting adalah hak yang menetapkan larangan 
atau kewajiban pada orang lain yang memungkinkan seseorang memilih 
dengan bebas apapun kepentingan ataupun aktifitas lain yang akan 
dilakukanya. Hak- hak moral ini (maksudnya jenis-jenis hak yang tercakup 
dalam istilah hak moral) mengidentifikasi aktifitas atau kepentingan yang 
boleh dilaksanakan oleh seseorang dalam melaksanakan aktifitas tersebut 
dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh hak-hak tertentu, hak-hak 
moral semacam ini memiliki tiga karakteristik penting yang memberikan 
fungsi “pemungkinan” dan “perlindungan”.29 
Di dalam perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan 
pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang 
terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun 
                                                          
29 Pieres Jhon dan Wiwik Sri Widiarty, 2007. Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, 




aktifitas yang akan dilakukan. Di dalam UUPK merumuskan sejumlah hak 
penting konsumen, menurut pasal 4 ada Sembilan hak dari konsumen, 
delapan diantara hak eksplisit diatur dalam UUPK dan satu bak lainya diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainya. Hak-hak tersebut 
adalah :30 
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa 
2. Hak untuk memilih barang dan jasa 
3. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan 
jasa 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya 
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan 
penyelesaian sengketa 
6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen 
7. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak 
diskriminatif 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang 
merugikan 
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain. 
                                                          
30 Siahaan N.H.T, 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab 
Produk, Jakarta Pantai Rei, hlm 84 
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Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih 
luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali 
dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F Kennedy didepan kongres 
pada tanggal 15 Tahun 1962 yaitu terdiri atas: 
1. Hak memperoleh keamanan; 
2. Hak memilih; 
3. Hak mendapat informasi; 
4. Hak untuk didengar; 
Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi hak-hak asasi 
manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, 
masingmasing pada pasal 3,8,19,21, dan pasal 26, yang oleh Organisasi 
Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union-
IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainya, yaitu: 
1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 
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Disamping itu, masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap 
atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai 
berikut: 
1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van 
zijn gezendheid en veiligheid); 
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn 
economische belagen); 
3. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding) 
4. Hak atas penerangan (recht op voolichting en vorming) 
5. Hak untuk didengar (rechi om te worden gehord) 
Sedangkan dalam rancangan Akademik Undang-Undang tentang 
perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas 
Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak 
konsumen,yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan 
hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, 
dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut. 
4. Produk Cacat Tersembunyi Serta Dasar Hukumnya dalam 
Perlindungan 
Pasar merupakan tempat beredarnya produk-produk yang dibutuhkan 
oleh manusia secara individu maupun masyarakat. Namun, tidak semua 
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barang yang beredar di pasar memiliki kualitas yang prima. Masih terdapat 
barang-barang yang dipasarkan ala kadarnya, bahkan tidak memenuhi 
standar-standar yang telah ditentukan. Oleh karena itu masyarakat sebagai 
pembeli atau pengguna wajib berhati-hati dan harus mempunyai kesadaran 
untuk selalu meneliti sebelum membeli atau menggunakan agar tidak 
menyesal di kemudian hari. 
Sebelum membahas lebih lanjut kita harus mengetahui apa itu produk 
cacat. Sebuah produk disebut cacat apabila produk itu tidak aman dalam 
penggunaannya serta tidak memenuhi syarat-syarat keamanan tertentu, 
namun ada beberapa pertimbangan untuk menilai suatu produk apakah cacat 
atau tidak, pertimbangan tersebut yaitu:31 
1. Penampilan produk; 
2. Kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk; 
3. Saat produk tersebut diedarkan. 
Penjelasan pertimbangan tersebut adalah, pertimbangan pertama lebih 
mudah untuk dilihat, faktornya apakah penampilan produk tersebut baik 
atau mencurigakan. Karena apabila tampilannya sudah mencurigakan dan 
pembeli masih membelinya maka pembeli tersebut tidak mendapatkan 
perlindungan hukum. Mengacu kepada KUHPerdata Pasal 1505: 
                                                          




“Penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang 
kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh Pembeli.” 
Rasio pasal tersebut adalah sudah tahu barang yang mau dibeli 
mencurigakan atau cacat mengapa masih dibeli? Dalam kondisi ini 
pembelilah yang bertanggung jawab. 
Pertimbangan kedua, kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk. 
Apabila anda membeli suatu produk kecantikan dengan harapan untuk 
memutihkan kulit anda, dan memang tertera dalam kemasan produk itu, 
namun hasilnya anda malah menghitam atau terbakar tentu barang tersebut 
cacat. Contoh lain, misalkan anda membeli software ternyata ada bug-nya, 
hal itu dapat dikatakan ada cacat tersembunyinya atau program tersebut 
tidak berjalan sebagaimana fungsinya. 
Pertimbangan ketiga adalah pertimbangan pada saat produk tersebut 
diedarkan. Disini dipertimbangkan suatu Produk tidak cacat apabila saat lain 
setelah produk tersebut beredar, dihasilkan pula produk (bersamaan) yang 
lebih baik. 
Mengenai definisi mengenai produk yang cacat sendiri sebenarnya sudah 
ada upaya untuk mendefinisikannya, salah satunya definisi yang dilakukan 
oleh Tim Kerja Penyusun Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen Kehakiman RI, rumusannya adalah sebagai berikut: 
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“Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik 
karena kesengajaan, atau kealpaan dalam proses produksinya maupun 
disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak 
menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda 
merekadalam penggunaannya, sebagai layaknya diharapkan orang”. 
Namun demikian apakah hukum kita tidak mengatur mengenai hal 
tersebut.Ternyata KUH Perdata memberikan pengertian juga mengenai 
cacat. Diartikan cacat dalam KUHPerdata sebagai cacat yang “sungguh-
sungguh” bersifatsedemikian rupa yang menyebabkan barang itu “tidak 
dapat digunakan” dengan sempurna sesuai dengan keperluan yang 
semestinya dihayati oleh benda itu, atau cacat itu mengakibatkan 
“berkurangnya manfaat” benda tersebut dari tujuan yang semestinya. 
Konteks KUHPerdata mengatur masalah cacat tersembunyi ini 
merupakan salah satu kewajiban dari penjual dalam perjanjian jual beli 
(transksi jual beli). Namun apabila dikaitkan Perlindungan konsumen itu 
merupakan tanggung jawab pelaku usaha atau produsen. 
KUHPerdata mengatur mengenai produk cacat dapat dilihat dalam Pasal 
1504 sampai Pasal 1512, dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. 
Pasal 1504 KUHPerdata menentukan bahwa penjual selalu diharuskan 
untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dalam hal 
demikian. Sehingga apabila pembeli mendapatkan barangnya terdapat cacat 
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tersembunyi maka terhadapnya diberikan dua pilihan. Pilihan tersebut sesuai 
dengan Pasal 1507 KUHPerdata, yaitu: 
1. Mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima pengembalian 
harga (refund); 
2. Tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari 
penjual. 
 
 Mengenai tanggung jawab para pihak terhadap adanya cacat tersembunyi 
dapat saja dilimpahkan pada pembeli (konsumen) atau penjual (produsen 
atau pelaku usaha) tergantung pada kondisinya seperti: 
1. Apabila cacat tersebut dari semula diketahui oleh pihak penjual namun 
penjual tetap menjualnya, maka penjual wajib mengembalikan harga 
penjualan kepada pembeli dan ditambah dengan pembayaran ganti rugi 
yang terdiri dari ongkos, kerugian dan bunga; 
2. Apabila ada cacat dan penjual dan pembeli mengetahui tetapi tetap 
membeli produk tersebut maka si penjual dibebaskan dari tanggung 
jawab. 
3. Apabila cacat ini benar-benar memang tidak diketahui oleh penjual, 
maka penjual hanya berkewajiban mengembalikan harga penjualan 
serta biayabiaya (ongkos yang dikeluarkan pembeli waktu pembelian 
dan penyerahan barang); 
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4. Apabila barang yang dibeli musnah sebagai akibat yang ditimbulkan 
oleh cacat yang tersembunyi, maka penjual tetap wajib mengembalikan 
harga penjualan kepada pembeli. 
Hal yang menjadi permasalahan adalah apabila penjual memperjanjikan 
untuk tidak menanggung cacat tersembunyi, apakah itu diperbolehkan? 
KUHPerdata memperbolehkan hal tersebut, Lihat Pasal 1506 KUHPerdata: 
“Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia 
sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal 
yang demikian, talah diminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan 
menaggung suatu apapun juga”. 
Hal ini diperkuat dengan Pasal 1493 KUHPerdata yang menyatakan: 
“Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan 
istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban kewajiban yang 
ditetapkan oleh undang-undang ini; bahwa mereka diperbolehkan 
mengadakan persetujuan/perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan 
menanggung sesuai apapun”. 
Klaim terhadap cacat tersembunyi memiliki jangka waktu. Mengenai 
berapa lama si pembeli berhak mengklaim adanya cacat tersembunyi, 
UndangUndang tidak memberikan batasan.  
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Klaim tersebut harus diajukan dalam waktu singkat, jika tidak maka 
dianggap meskipun ada cacat tersembunyi pembeli telah 
menerimanya.Mengenai berapa singkat tidak dijelaskan lebih detil. 
5. Macam-Macam Cacat Kehendak dan Dasar Hukumnya 
Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari 
terbentuknya kesepakatan. Meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak 
dan pernyataan, suatu tindakan hukum masih dapat dibatalkan. Hal ini 
terjadi apabila terdapat cacat pada kehendak. Cacat pada kehendak terjadi 
apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal 
kehendak tersebut terbentuk secara tidak sempurna32 
Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna tersebut dapat terjadi 
karena adanya: 
1. Ancaman/Paksaan 
Ancaman terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk 
melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang 
melawan hukum mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang 
tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan 
milik pihak ketiga. 
 
                                                          
32 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, 




Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak 
dan pernyataan. Namun kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk 
secara cacat. Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus 
ditanggung oleh dan menjadi resiko pihak yang membuatnya. 
3. Penipuan 
Penipuan adalah apabila seseorang dengan sengaja dengan kehendak dan 
pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. Penipuan dapat 
terjadi karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu 
informasi dengan sengaja diberikan secara keliru atau dengan menggunakan 
tipu daya lainnya. 
4. Penyalahgunaan Keadaan 
Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang tergerak karena 
keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan 
menyalahgunakan hal tersebut. Beberapa keadaan yang dapat digolongkan 
kedalam penyalahgunaan keadaan, yaitu: 





d. Keadaan kejiwaan yang tidak normal; 
e. Kurang pengalaman. 
6. Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha 
Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, menyebutkan: 
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha 
melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 
lingkungan peradilan umum; 
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan 
diluar pengadilan berdasarkan pilihan yang berdasarkan pilihan 
sukarela para pihak yang bersengketa; 
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana 
diatur dalam undang-undang; 
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila 
upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau 
oleh para pihak yang bersengketa; 
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Menurut Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, bahwa: 
1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 
bersangkutan; 
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang 
sama; 
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, 
dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa 
tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk 
kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. 
2. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang 
besar dan/atau korban yang tidak sedikit. 
3. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga 
perlindungankonsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d 
dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan penjelasan Pasal 46 Ayat 
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(1) huruf b dan huruf d UndangUndang No.8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen: 
Undang-Undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. 
Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen 
yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah 
satu diantaranya adalah bukti transaksi. Tolak ukur kerugian materi 
yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah 
besar dampaknya terhadap korban. Namun dalam hal ini urutan-urutan 
yang seharusnya di gugat oleh konsumen manakala di rugikan oleh 
para pelaku usah adalah: 
1. Pertama di gugat adalah pelaku usaha yang membuat produk 
tersebut jika berdomisili di dalam Negeri dan domisilinya di 
ketahui oleh konsumen yang di rugikan; 
2. Apabila produk yang di rugikan konsumen tersebut di produksi di 
luar negeri, maka yang di gugat adalah importirnya, karena UUPK 
tidak mencangkup pelaku usah di luar Negeri. Jika yang digugat 
adalah pelaku usaha di luar negeri maka konsumen dapat mendesak 
lembaga pemerintahuntuk mengajukan Nota Protes terhadap negara 
yang bersangkutan. 
3. Apabila produsen mapun importir dari suatu produk tidak di 
ketahui, maka yang di gugat adalah penjual dari siapa konsumen 
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membeli barang tersebut. Urutan-urutan di atas tentu saja hanya di 
berlakukan jika suatu produk. 
mengalami cacat pada saat di produksi, karena barang-barang mengalami 
kecacatan pada saat sudah di dalam luar kontrol atau di luar kesalahan 
pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut. 
Dapat disimpulkan Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum 
yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai 
contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda 
pemberitahuan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen Republik 
Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan 
atau jasa; hak untuk memilih jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa 
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau 
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 







B. Pengertian jalan tol  
1. Jalan Tol 
Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan 
jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar 
tol ( Pasal 1 PP No. 15 Tahun 2005 ). Penyelenggaraan jalan tol sendiri 
dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya 
serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan 
keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya 
berasal dari pengguna jalan. Sedangkan tujuan dari jalan tol yakni untuk 
meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang 
peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi 
tingkat perkembangannya (Pasal 2 PP  No. 15 Tahun 2005 ). 
Mengingat jalan tol merupakan jalan umum yang mempunyai 
karakteristik lebih tinggi dibanding dengan karakteristik jalan arteri serta 
mempunyai fungsi yang vital maka jalan tol harus memenuhi berbagai 
macam spesifikasi serta persyaratan teknis. 
Adapun persyaratan teknis jalan tol antara lain : 
1. Jalan tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan 
yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus 
lalu lintas jarak jauh dengan mobilitas tinggi. 
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2. Jalan tol yang digunakan untuk lalu lintas antar kota didesain 
berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 Km/jam dan untuk 
jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana 
paling rendah 60 Km/jam. 
3. Jalan tol didesain untuk mampu menahan Muatan Sumbu Terberat ( 
MST ) paling rendah 8 Ton. 
4. Setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan 
fasilitas penyebrangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan. 
5. Pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol, 
harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan 
struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan. 
6. Setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan 
yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, atau alat 
pemberi isyarat lalu lintas. 
Sedangkan untuk spesifikasi jalan tol itu sendiri antara lain : 
1. Tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan 
prasarana transportasi lainnya. 
2. Jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara 




3. Jarak antar simpang susun paling rendah 5 Km untuk jalan tol luar 
perkotaan dan paling rendah 2 Km untuk jalan tol dalam perkotaan. 
4. Jumlah lajur sekurang-kurangnya 2 lajur per arah. 
5. Menggunakan pemisah tengah atau median. 
6. Lebar bahu jalan sebelah luar harus dapat dipergunakan sebagai jalur 
lalu lintas sementara dalam keadaan darurat. 
7. Pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi 
pengaman lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai 
ke tempat kejadian, seta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, 
kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya. 
8. Pada jalan tol antar kota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan 
untuk kepentingan pengguna jalan tol. 
9. Tempat istirahat serta pelayanan tersebut disediakan paling sedikit 1 
untuk setiap jarak 50 Km pada setiap jurusan. 
10. Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan 
akses apapun dari luar jalan tol. 
2. Tarif Tol 
Tarif tol ditentukan berdasarkan beberapa kriteria yang ada, kriteria 
tersebut antara lain : 
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1. Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, 
besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi. 
2. Besar keuntungan biaya operasi kendaraan dihitung berdasarkan pada 
selisih biaya operasi kendaraan dan nilai waktu pada jalan tol dengan 
jalan lintas alternatif jalan umum yang ada. 
3. Kelayakan investasi dihitung berdasarkan pada taksiran transparan dan 
akurat dari semua biaya selama jangka waktu perjanjian pengusahaan, 
yang memungkinkan badan usaha memperoleh keuntungan yang 
memadai atas investasinya. 
4. Pemberlakuan tarif tol ditetapkan bersamaan dengan penetapan 
pengoperasian jalan tol. 
5. Penetapan pengoperasian jalan tol dilakukan oleh menteri yang terkait. 
6. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan 2 tahun sekali oleh BPJT ( 
Badan Pengatur Jalan Tol ) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan 
dengan pengaruh inflasi sesuai dengan formula ”Tarif Baru = Tarif 
Lama ( 1+ inflasi )”. 
7. BPJT merekomendasikan hasil evaluasi penyesuaian tarif tol tersebut 
terhadap menteri yang terkait. 




Sedangkan untuk pelaksanaan pengumpulan tol secara teknis 
dilapangan dilakukan dengan dengan 2 sistem yakni sistem tertutup dan 
sistem terbuka dengan memperhatikan kepentingan pengguna dan efisiensi 
pengoperasian jalan tol serta kelancaran lalu lintas. 
1. Pengumpulan tol secara sistem tertutup adalah sistem pengumpulan tol 
yang kepada penggunanya diwajibkan mengambil tanda masuk pada 
gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar. 
2. Pengumpulan tol secara sistem terbuka adalah sistem pengumpulan tol 
yang kepada penggunanya diwajibkan membayar tol pada saat melewati 
gerbang masuk atau gerbang keluar. 
3. Peningkatan Pendapatan Tol 
Peningkatan pendapatan tol tergantung dari beberapa kriteria yang ada, 
kriteria tersebut antara lain : 
1. Pertumbuhan lalu lintas 
Pertumbuhan lalu lintas yang diperhitungkan pada awal perencanaan 
belum tentu cocok saat jalan dioperasikan. Volume lalu lintas ini 
berpengaruh langsung terhadap pendapatan tol. 
2. Tingkat inflasi 
Kenaikan inflasi pada periode tertentu akan menyulitkan penentuan tarif 
tol. Tingkat inflasi sendiri sulit diramalkan dan biasanya berbeda-beda 
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dalam periode tertentu, sementara jalan terus dipakai dan keuntungan 
harus tetap diperoleh. 
3. Optimalisasi jalan tol 
Tidak semua kendaraan yang diprediksi akan melewati atau memakai 
jalan tol benar- benar melewati jalan tol, apalagi jika masih ada jalan 
alternatif lain. 
4. Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol 
Didalam melaksanakan kewenangan sebagai penyelenggara jalan tol, 
pemerintah menyerahkan sebagian wewenang penyelenggaraan jalan tol 
kepada BPJT ( Badan Pengatur Jalan Tol ), pemerintah membentuk BPJT 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. 
Pembentukan BPJT dimaksudkan antara lain untuk mendorong 
investasi dibidang jalan tol, sehingga pengembangan jaringan jalan tol dapat 
lebih cepat terwujud. Sebagian penyelenggaraan jalan tol yang menjadi 
tugas BPJT meliputi pengaturan jalan tol yang mencakup pemberian 
rekomendasi tarif awal dan penyesuaiannya kepada menteri, serta 
pengambilalihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian 
rekomendasi pengoperasiannya, sedangkan pengusahaan jalan tol mencakup 
pembiayaan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian 
fasilitas pembebasan tanah serta pengawasan jalan tol yang mencakup 
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pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap 
pelayanan jalan tol. 
Dapat di simpulkan Berdasarkan  Peraturani  Pemerintahi  Republiki  
Indonesiai  No.  15  Tahun 2005 tentangi Jalani Tol, yang dimaksud dengan 
jalan toli adalah jalani umum yangi merupakani bagian sistemi jaringan 
jalani dan sebagaii jalan nasionali yang penggunanyai  diwajibkan  
membayari  tol. Penyelenggaraani  jalan  tol dimaksudkani untuk 
mewujudkani pemerataan pembangunani dan hasil- hasilnyai serta 
keseimbangani dalam pengembangani wilayah dengani memperhatikani 
keadilan, iyang dapat dicapaii dengani membina jaringani jalan yangi 
dananyai berasal dari penggunai jalan. Penyelenggaraani jalan tol bertujuan 
meningkatkani efisiensii pelayanani jasa distribusii guna menunjangi 
peningkatan pertumbuhani ekonomi terutamai di wilayahi yang sudahi 
tinggi tingkati perkembangannya. 
C. Pengertian kecelakaan lalu lintas 
1. Pengertian Kecelakaan  
Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, 
kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian 
(peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. 
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Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 
tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan 
yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 
tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau 
kerugian harta benda. 
Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada 
akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai 
jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri 
dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian 
harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, 
sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka 
peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan. 
Pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan 
sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor 
(multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan 
kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat 
multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling 
berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama 
penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. 
Ketiga factor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. 
Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, 
kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang 
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berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan 
fatal. Mengelompokkan faktor-faktor penyebab kecelakaan menjadi tiga 
kelompok, yaitu : faktor pemakai jalan (manusia), faktor kendaraan, faktor 
jalan dan lingkungan. 
2. Kecelakaan di sebabkan Pemakai Jalan (Manusia) 
Pemakai jalan merupakan unsur yang terpenting dalam lalu lintas, 
karena manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur yang utama terjadinya 
pergerakan lalu lintas. Pemakai jalan adalah semua orang yang 
menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan. menyebutkan bahwa faktor 
manusia sebagai pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan, yaitu: 
1. Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor  
2. Pejalan kaki, termasuk para pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan 
lain-lain 
Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah 
faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya 
usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan 
karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik 
tertentu akan menurun.  Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan 





Dari segi penglihatan manusia panca indera mata perlu mendapat 
perhatian besar karena hampir semua informasi dalam mengemudikan 
kendaraan diterima melalui penglihatan, bahkan dikatakan bahwa indera 
penglihatan terlalu dibebani dalam mengemudi. 
b) Pendengaran 
Pendengaran diperlukan untuk mengetahui peringatan-peringatan 
seperti bunyi klakson, sirine, peluit polisi dan lain sebagainya. Namun 
sering kali peringatan tersebut disertai isyarat yang dapat dilihat dengan 
mata. Reaksi dalam mengemudi erat hubungannya dengan kondisi fisik 
manusia (Human Phisycal Factor), dari penerima rangsangan setelah 
melihat suatu tanda (rambu) sampai pengambilan tindakan tersebut terdiri 
dari: 
- Perception atau pengamatan yaitu rangsangan pada panca indera 
meliputi penglihatan diteruskan oleh panca indera yang lain. 
- Identification yaitu penelahaan atau pengidentifikasian dan pengertian 
terhadap rangsangan. 
- Emotion atau Judgement yaitu proses pengambilan keputusan untuk 
menentukan reaksi yang sesuai (misalnya: berhenti, menyalip, menepi, 
atau membunyikan tanda suara). 
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- Violation atau reaksi yaitu pengambilan tindakan yang membutuhkan 
koordinasi dengan kendaraan, misalnya menginjak pedal rem, banting 
setir, dan lain sebagainya. 
Pejalan kaki atau pemakai jalan yang lain sebagai salah satu unsur 
pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dan dapat pula menjadi 
penyebab kecelakaan. Pejalan kaki sangat mudah mengalami cidera serius 
atau kematian jika ditabrak oleh kendaraan bermotor. Pelayanan terhadap 
pejalan kaki perlu mendapat perhatian yang optimal, yaitu dengan cara 
memisahkan antara kendaraan dan pejalan kaki, baik menurut ruang dan 
waktu, sehingga kendaraan dan pejalan kaki berada pada tempat yang aman. 
Pemisahan ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas trotoar untuk 
mencegah agar pejalan kaki tidak berjalan secara regular disepanjang jalan. 
Pada persimpangan dapat juga dibuatkan jembatan penyeberangan, 
terowongan bawah tanah atau jalan khusus bagi pejalan kaki. Dalam hal ini, 
yang termasuk didalam pemakai jalan lainnya adalah pedagang kaki lima, 
petugas keamanan, petugas perbaikan fasilitas (listrik, PDAM, telepon, gas 
dan lain-lain). 
3. Kecelakaan di sebabkan Kendaraan 
Kendaraan adalah sarana angkutan yang membantu manusia dalam 
mencapai tujuan. Karena itu, tuntutan utama pengguna kendaraan adalah 
keselamatan bagi pengemudi dan muatannya (penumpang maupun barang). 
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Menurut pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 
tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari 
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor 
adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada 
kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa 
jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan 
kendaraan khusus. Sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh faktor 
kendaraan antara lain: 
a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan: 
1) Alat-alat rem tidak bekerja dengan baik. 
2) Alat-alat kemudi tidak bekerja dengan baik. 
3) Ban atau roda dalam kondisi buruk. 
4) Tidak ada kaca spion 
b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan kendaraan: 
1) Syarat lampu penerangan tidak terpenuhi 
2) Menggunakan lampu yang menyilaukan. 





c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengamanan kendaraan 
d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan, 
contohnya: mesin tiba-tiba mogok di jalan. 
e. Karena hal-hal lain dari kendaraan, contohnya : 
1) Muatan kendaraan terlalu berat untuk truk dan lain-lain. 
2) Perawatan kendaraan yang kurang baik (persneling blong, kemudi 
patah dan lain-lain). 
4. Kecelakaan Di Sebabkan Jalan 
Sebagai landasan bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu 
direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada 
gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain 
jalan yang sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara 
yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup selama umur 
rencananya bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. 
Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut: 
a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan: 
1) Lebar perkerasan yang tidak memenuhi syarat. 
2) Permukaan jalan yang licin dan bergelombang. 
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3) Permukaan jalan yang berlubang. 
b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alinyemen jalan: 
1)  Tikungan yang terlalu tajam. 
2) Tanjakan dan turunan yang terlalu curam. 
c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan: 
1)  Jalan rusak. 
2) Perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu berserakan. 
d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan: 
1) Tidak adanya lampu penerangan jalan pada malam hari. 
2) Lampu penerangan jalan yang rusak dan tidak diganti. 
e. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas: 
1) Rambu ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai. 
2) Rambu lalu lintas yang ada kurang atau rusak. 
3) Penempatan rambu yang membahayakan pengguna jalan. 
5. Jenis – Jenis Kecelakaan 
Kondisi tata guna lahan, kondisi cuaca dan angin serta pengaturan lalu 
lintas adalah beberapa komponen dari lingkungan yang berpengaruh 
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terhadap terjadinya kecelakaan. Lingkungan jalan yang kurang memadai 
mengakibatkan kenyamanan dari pengemudi menurun, sehingga 
kemampuan dalam mengendalikan kendaraan akan menurun pula. 
Lingkungan di sekitar jalan, misalnya daerah permukiman, peternakan, 
pembakaran ladang dan jerami dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu 
lintas, khususnya untuk jalan dengan kecelakaan kendaraan tinggi. 
Ada empat faktor dari kondisi lingkungan yang mempengaruhi 
kelakuan manusia sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan 
lalu lintas, yaitu: 
a. Penggunaan tanah dan aktivitasnya, daerah ramai, lengang, dimana 
secara reflek pengemudi akan mengurangi kecepatan atau sebaliknya. 
b. Cuaca, udara dan kemungkinan-kemungkinan yang terlihat misalnya 
pada saat kabut, asap tebal, hujan lebat sedemikian rupa sehingga dapat 
mengurangi jarak pandang pengemudi. 
c. Fasilitas yang ada pada jaringan jalan, adanya rambu-rambu lalu lintas, 
lampu lalu lintas dan marka lalu lintas. 
d. Arus dan sifat lalu lintas, jumlah, macam dan komposisi kendaraan 
akan sangat mempengaruhi kecepatan perjalanan. 
Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lingkungan dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
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1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor alam : 
a)  Jalan licin dan berair akibat hujan. 
b) Adanya angin yang bertiup dari samping kendaraan. 
c) Adanya kabut tebal di jalan. 
d) Adanya perpindahan waktu dari siang ke malam hari (Twilight 
Time), dimana pada saat ini banyak pengemudi yang kurang dapat 
menyesuaikan diri dengan keadaan alam. 
2) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor lain : 
a) Oli/minyak yang tumpah di jalan. 
b) Hewan yang berkeliaran di jalan. 
c) Kebiasaan dan mentalitas yang buruk dari semua pemakai jalan 
dan rendahnya kesadaran akan tertib berlalu lintas di jalan. 
Kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan sebagai berikut 33: 
1) Kecelakaan lalu lintas ringan 
Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
kerusakan kendaraan atau barang. 
                                                          
33 Laporan Peraktek Kerja Profesi II di Jalan Tol Cipali (Astra Infra Toll Road Cikopo - 
Palimanan) tahun 2020, hal. 86 
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2) Kecelakaan lalu lintas sedang 
Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. 
3) Kecelakaan lalu lintas berat 
Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan 
korban meninggal dunia atau luka berat. 
Karakteristik kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat tabrakan 
dapat digolongkan menjadi : 
1) Kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu 
kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pengguna jalan lain. 
Contohnya menabrak pohon, tergelincir, dan terguling akibat ban 
pecah. 
2) Kecelakaan ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu 
kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami 
kecelakaan diwaktu dan tempat yang bersamaan 






1. Head - on Collision (Tabrak depan-depan) 
Run off Road Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi 
hanya pada satu kendaraan yang keluar dari jalan dan menabrak sesuatu, hal 
ini dapat terjadi ketika pengemudi kehilangan kontrol atau salah menilai 
tikungan, atau mencoba untuk menghindari tabrakan dengan pengguna jalan 
lain atau binatang. 
2. Run off Road Collision (Tabrak samping-samping) 
Run off Road Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi 
hanya pada satu kendaraan yang keluar dari jalan dan menabrak sesuatu, hal 
ini dapat terjadi ketika pengemudi kehilangan kontrol atau salah menilai 
tikungan, atau mencoba untuk menghindari tabrakan dengan pengguna jalan 
lain atau binatang. 
3. Rear - end Collision (Tabrak depan-belakang) 
Rear-end Collision adalah jenis tabrakan dimana tabrakan terjadi dari 
dua atau lebih kendaraan dimana kendaraan menabrak kendaraan di 
depannya, biasanya disebabkan karena kendaraan di depan berhenti tiba-
tiba. Jenis kecelakaan ini juga dapat menyebabkan kecelakaan beruntun 





4. Side Collision (Tabrak depan-Samping) 
Side Collision adalah jenis tabrakan dimana terjadi antara dua 
kendaraan secara bersampingan dengan arah yang sama. Tabrakan ini sering 
terjadi di persimpangan, di tempat parkir atau ketika kendaraan menabrak 
dari samping suatu objek tetap. 
5. Rollover (Terguling) 
Rollover adalah jenis tabrakan dimana kendaraan terjungkir balik, 
biasanya terjadi pada kendaraan dengan profil yang lebih tinggi seperti truk. 
Kecelakaan rollover berhubungan langsung dengan stabilitas kendaraan. 
Stabilitas ini dipengaruhi oleh hubungan antara pusat gravitasi dan lebar 
trek (jarak antara roda kiri dan kanan). Pusat gravitasi yang tinggi dan trek 
yang leber dapat membuat kendaraan tidak stabil di tikungan dengan 
kecepatan yang tinggi atau perubahan arah belokan yang tajam dan 
mendadak. Airbags maupun sabuk pengaman kurang efektif. 
kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai posisi tabrakan, diantaranya : 
1. Tabrakan pada saat menyalip (Side Swipe) 
2. Tabrakan depan dengan samping (Right Angle) 
3. Tabrakan depan dengan belakang (Rear End) 
4. Tabrakan depan dengan depan (Head On) 
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5. Tabrakan dengan pejalan kaki (Pedestrian) 
6. Tabrak lari (Hit and Run) 
7. Tabrakan diluar kendali (Out Of Control) 
Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana 
dan Sarana Lalu-lintas Jalan, menyatakan bahwa korban kecelakaan lalu-
lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 91, dapat berupa : 
1. Korban mati 
Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat 
kecelakaan lalu-lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
setelah kecelakaan tersebut. 
2. Korban luka berat 
Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita 
cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) 
hari sejak terjadi kecelakaan. 
3. Korban luka ringan 
Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam korban 
mati dan korban luka berat.  
Kecelakaan karena rancangan jalan adalah penyebab kecelakaan-
kecelakaan sebagian atau seluruhnya, seperti tikungan, penjajaran, 
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persimpangan, dan tanda-tanda, dan teknik lalu-lintas adalah bagian 
daripadanya. Berbagai gejala lalu-lintas yang penting di daerah perkotaan di 
negara-negara yang belum berkembang dapat dikemukakan, di antaranya 
sebagai berikut: 
1. Keadaan prasarana jalan raya pada umumnya kurang memuaskan, yaitu 
sempit dan kualitasnya di bawah standar. 
2. Jumlah kendaraan bermotor bertambah terus setiap tahunnya dengan 
laju pertumbuhan yang sangat pesat, tidak sebanding dengan jalan raya 
yang tersedia. 
3. Banyaknya kendaraan yang berkecepatan lambat seperti dokar dan 
becak seringkali menimbulkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan 
lalu-lintas. 
4. Kedisiplinan, kesopanan, dan kesadaran berlalu-lintas para pemakai 
jalan raya masih kurang, sehingga kerapkali mengakibatkan 
kesemrawutan lalulintas. 
5. Sebagian pengaturan lalu-lintas masih dirasakan belum mampu 
menjamin kelancaran arus lalu-lintas. 
Ketidaksengajaan atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya 
kecelakaan ini dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor, mulai dari 
kelalaian atau ketidakpatuhan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, 
kondisi jalan yang tidak memadai, kondisi kendaraan yang kurang baik, 
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bahkan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. bahwa faktor utama 
yang menjadi penyebab semakin tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas 
yaitu pertumbuhan kepemilikan kendaraan terutama sepeda motor. Faktor 
lainnya yaitu masih rendahnya tingkat kedisiplinan dari pengguna jalan 
dalam berlalu lintas di jalan 
Hasil penelitian yang lebih baru tidak hanya memfokuskan pada 
kesalahan manusia sebagai faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. 
Pemikiran ini didasari bahwa kesalahan manusia lebih banyak dipicu oleh 
kondisi sistem lalu lintas dan jalan raya yang pada saat-saat tertentu tidak 
dapat diantisipasi oleh pengguna jalan. kecelakaan di daerah perkotaan 
mengkategorikan lebih jauh faktor kesalahan manusia yang dipicu oleh 
keterbatasan jarak pandang ketika mengemudikan kendaraan yaitu hampir 
30% dari 45% kasus yang disebabkan faktor manusia. 
Secara statistik, jalan jarang disalahkan sebagai faktor penyebab. 
Berbagai analisis atas lokasi kejadian kecelakaan menunjukkan bahwa 
kesalahan manusia lebih banyak terjadi pada tipe-tipe geometrik jalan 
tertentu. Bahkan dalam kasus kecepatan tinggi yang sering dianggap sebagai 
penyebab langsung terjadinya kecelakaan, didapat kenyataan bahwa 
kecepatan tersebut dipicu secara jelas oleh tipe-tipe lokasi tertentu kejadian-




1. Black Spot : Menspesifikasi lokasi-lokasi kejadian kecelakaan yang 
biasanya berhubungan langsung dengan geometrik jalan, persimpangan, 
tikungan atau perbukitan. 
2. Black Site : Menspesifikasi dari panjang jalan yang mempunyai 
frekuensi kecelakaan tinggi. 
3. Black Area : Mengelompokkan daerah-daerah dimana sering terjadi 
kecelakaan 
6. Keselamatan Lalu Lintas Jalan 
Keselamatan berasal dari kata dasar selamat. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia selamat adalah terbebas, terhindar dari bahaya, 
malapetaka, bencana; tidak kurang suatu apapun; tidak mendapat gangguan; 
kerusakan; sehat; tercapai maksud; tidak gagal; doa yang mengandung 
harapan supaya sejahtera; beruntung; pemberian salam mudah-mudahan 
dalam keadaan baik; kebahagiaan. 
Keselamatan dapat juga berarti suatu keadaan aman, dalam suatu 
kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, 
pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman 
terhadap faktor-faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan 
perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya 
kerugian ekonomi atau kesehatan. 
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Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian 
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas 
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas 
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan 
umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum (Peraturan 
Pemerintah No.34 Tahun 2006 tentang Jalan). 
Keselamatan jalan raya merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan 
dari konsep transportasi berkelanjutan yang menekankan pada prinsip 
transportasi yang aman, nyaman, cepat, bersih (mengurangi 
polusi/pencemaran udara) dan dapat diakses oleh semua orang dan 
kalangan, baik oleh para penyandang cacat, anak-anak, ibu-ibu maupun para 
lanjut usia. 
Keselamatan jalan adalah upaya dalam penanggulangan kecelakaan 
yang terjadi di jalan raya yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi 
kendaraan maupun pengemudi, namun disebabkan pula oleh banyak faktor 
lain. Faktor-faktor lain tersebut meliputi kondisi alam, desain ruas jalan 
(alinyemen vertikal atau horizontal), jarak pandang kendaraan, kondisi 
perkerasan, kelengkapan rambu atau petunjuk jalan, pengaruh budaya dan 
pendidikan masyarakat sekitar jalan, dan peraturan atau kebijakan tingkat 
lokal yang berlaku dapat secara tidak langsung memicu terjadinya 
kecelakaan di jalan raya. 
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Permasalahan keselamatan jalan bukan hanya merupakan 
permasalahan transportasi saja tetapi sudah merupakan permasalahan sosial 
ekonomi kemasyarakatan . 
Perbaikan dan peningkatan keselamatan jalan dapat dilakukan dengan 
memperhatikan tiga aspek penting yaitu: 
1. Pencegahan kecelakaan (active safety) dengan cara meminimalkan 
peluang dan dampak terjadinya kecelakaan; 
2. Pencegahan luka (passive safety) dengan cara memakai helm atau 
sabuk keselamatan ketika berkendara; dan 
3. Penanganan korban (emergency services) yang dilakukan secepat 
mungkin supaya korban dapat segera ditangani. 
Tujuan dari keselamatan lalu lintas jalan raya adalah untuk menekan 
angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena dengan rendahnya angka 
kecelakaan lalu lintas maka kesejahteraan dan keselamatan bagi mereka di 
jalan raya semakin terjamin. Sedangkan fungsi keselamatan jalan raya 
adalah untuk menciptakan ketertiban lalu lintas agar setiap orang yang 
melakukan kegiatan atau aktivitas di jalan raya dapat berjalan dengan aman. 
peningkatan keselamatan jalan raya sangat bergantung kepada 
ketersediaan fasilitas jalan. Jalan raya yang baik adalah jalan raya yang 
terencana dan dapat memberikan tingkat keselamatan lalu lintas yang lebih 
baik, kesalahan penilaian menjadi lebih kecil, tidak ada konsentrasi 
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kendaraan suatu saat atau tidak terjadi kesalahan persepsi di jalan dan 
dengan demikian terjadinya kecelakaan dapat dihindari dengan lebih banyak 
ruang dan waktu dalam perancangan. 
7. Inspeksi Keselamatan Jalan 
Inspeksi Keselamatan Jalan (IKJ) merupakan suatu proses control 
keselamatan secara periodik pada jalan-jalan yang dioperasikan. IKJ 
dilakukan untuk mengidentifikasi resiko-resiko dan defisiensi keselamatan 
dan mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak perlu. Inspeksi keselamatan 
perlu dilakukan secara rutin dan berulang dengan jumlah inspeksi lapangan 
yang cukup untuk mempertahankan tingkat keselamatan infrastruktur jalan 
yang diperiksa. IKJ akan memberikan manfaat menghasilkan upaya 
penanganan jangka pendek yang murah, yang dapat berdampak positif 
cukup kuat bagi keselamatan jalan.Pekerjaan dengan biaya murah dapat 
dilaksanakan dalam pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi. 
Pada Inspeksi Keselamatan Jalan menurut definisi, tujuan serta 
manfaat dari inspeksi keselamatan jalan yaitu sebagai berikut : 
Inspeksi keselamatan jalan merupakan pemeriksaan sistematis dari 
jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-
kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan 
kecelakaan. Inspeksi keselamatan jalan sendiri pada dasarnya merupakan 
bagian dari audit keselamatan jalan (AKJ), tepatnya audit keselamatan jalan 
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untuk jalan yang sudah operasional, dimana pelaksanaannya tidak 
bergantung ada atau tidaknya data kecelakaan lalu lintas. 
Tujuan dari pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan adalah untuk 
mengevaluasi tingkat keselamatan infrastruktur jalan beserta bangunan 
pelengkapnya dengan mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan 
dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan, dan 
memberikan usulan-usulan penanganannya. 
Manfaat dari pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan adalah : 
1. Mencegah / mengurangi jumlah kecelakaan dan tingkat fatalitasnya 
2. Mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan - kesalahan dan kekurangan 
yang dapat menyebabkan kecelakaan 
3. Mengurangi kerugian aspek finansial akibat kecelakaan di jalan  
Adapun juga lingkup pemeriksaan inspeksi keselamatan jalan 
bertujuan untuk memeriksa : 
1. defisiensi standar geometri jalan secara keseluruhan 
2. defisiensi desain akses / persimpangan 
3. defisiensi kondisi fisik permukaan jalan 
4. defisiensi bangunan pelengkap jalan 
5. defisiensi drainase jalan 
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6. defisiensi lansekap jalan 
7. defisiensi marka jalan 
Infrastruktur jalan yang berkeselamatan mengandung prinsip sebagai 
berikut: 
1. Communication, self explaining dan self enforcing; jalan yang 
dirancang dengan tingkat keselamatan yang tinggi dan mampu 
mengkomunikasikan marka, rambu dan sinyal kepada pengguna jalan 
dan jalan yang berkeselamatan harus mampu berfungsi secara optimal 
walaupun tanpa bantuan penegak hukum. Prinsip ini menekankan 
pentingnya lingkungan jalan didesain dan diperlengkapi dengan 
berbagai perlengkapan jalan yang selalu dapat diandalkan dan dipahami 
oleh penggunanya. 
2. Forgiving road; kondisi jalan yang mampu mengurangi dampak atau 
tingkat fatalitas pengguna jalan ketika terjadi kecelakaan. Prinsip kedua 
ini mengakui bahwa situasi dan kondisi berbahaya tetap mungkin 
terjadi sebagai akibat kegagalan sistem manusia. Dalam situasi ini, 
lingkungan jalan diharapkan masih dapat memberikan peluang yang 
besar bagi pengguna jalan untuk tidak cedera terlalu parah atau 
terenggut nyawanya apabila terjadi kecelakaan di jalan raya. 
Dapat disimpulkan Berkendara di jalan tol, tanpa hambatan samping, 
nyaman, aman bukan berarti tanpa ancaman serius. Masalah terbesar saati 
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ini pada jalan tol adalah kecelakaani lalu ilintas, masalah penanganan 
bahaya dan risiko berkendara di jalan tol. Menurut peraturan iUndang - 
iUndang No. 22 Tahun 2009 tentang iLalu iLintas dan iAngkutan iJalan 
disebutkan bahwa kecelakaan ilalu ilintas adalah suatu iperistiwa di jalani 
yang itidak disangka-sangka dan tidak disengaja, yang melibatkan 
kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, serta mengakibatkani  
korbani  manusia  atau  kerugiani  harta  ibenda.  Kecelakaani terjadii 
ikarena tidak terpenuhinyai sebagiani atau seluruhnya standari ikeselamatan.  
D. Aset Jalan Tol   
Aset Negara adalah aset yang berada pada lingkup ranah publik (public 
prive), sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan secara publik.  
Dapat dikatakan juga bahwa aset negara adalah keseluruhan aset yang 
dimiliki negara dan harus dipertanggungjawabkan negara dalam hal ini 
pemerintah terhadap rakyatnya melalui parlemen yang tercermin dalam 
penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negaranya. Namun, neo-
konservatisme mendefinisikan aset negara sebagai konsep kepunyaan dan 
penguasaan negara dalam lapangan hukum apapun, baik yang berada pada  
pengaturan publik maupun pengaturan privat.34 
                                                          




Untuk aset jalan tol adalah merupakan hak konsesi yang diberikan kepada 
pengelola jalan cipali dalam hal ini adalah Perusahaan Astra infra/Lintas 
Marga sedaya . Pasalnya, yang melakukan pembebasan tanah dalam proyek 
pembangunan jalan tol adalah pemerintah. hak konsesi/hak pengelolaan aset 
atau jalan tol tersebut karena sudah berinvestasi dalam pembangunannya. 
Sehingga, dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan pemerintah.35 
Perelengkapan jalan dapat dikatakan prasarana transportasi yang berfungsi 
melengkapi dan berguna untuk mengarahkan dan membantu pengguna 
jalan. Adapun dalam undang undang tentang lalulintas nomer 22 tahun 2019 
Perlengkapan jalan dapat di bagi menjadi 5 (lima)  jenis yaitu: 
1. Rambui Lalui Lintas Yang Terdapat Pada Jalan Raya 
Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa 
lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai 
peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Rambu 
lalu lintas dapat berupa rambu lalu lintas konvensional dan rambu lalu lintas 
elektronik. Rambu lalu lintas konvensional sebagaimana berupa rambu 
dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retro reflektif. Rambu 
lalu lintas elektronik digunakan untuk informasi pengendalian lalu lintas 
berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk yang informasinya 
dapat diatur secara elektronik. Rambu lalu lintas berdasarkan jenisnya terdiri 





atas rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk 
(PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu lintas). 
 
a.  Rambu peringatan 
Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan 
ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya yang merupakan suatu kondisi 
atau keadaan yangmembutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan 
dan menginformasikan tentang sifat bahaya. Contoh rambu peringatan bisa 
dilihat pada gambar 
 
Gambar II.1 Rambu Peringatan 
b. Rambu larangan 
Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang 
dilarang dilakukan oleh pengguna jalan terdiri atas rambu larangan berjalan 
terus, larangan masuk, larangan membunyikan isyarat suara, larangan 
dengan kata-kata, dan batas akhir larangan. Contoh rambu larangan bisa 




Gambar II.2 Rambu Larangan 
c. Rambu perintah 
Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib 
dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah terdiri atas rambu perintah 
mematuhi arah yang ditunjuk, perintah memilih salah satu arah yang 
ditunjuk, perintah memasuki bagian jalan tertentu, perintah batas minimum 
kecepatan, perintah penggunaan rantai ban, perintah menggunakan jalur atau 
lajur lalu lintas khusus, batas akhir perintah tertentu, dam perintah dengan 
kata-kata. Rambu perintah bisa dilihat pada. 
 
Gambar II.3 Rambu Perintah 
d. Rambu Petunjuk 
Rambu petunjuk digunakan untuk memandu pengguna jalan saat 
melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada 
pengguna jalan terdiri atas rambu petunjuk pendahulu jurusan, petunjuk 
jurusan, petunjuk batas wilayah, petunjuk batas jalan tol, petunjuk lokasi 
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utilitas umum, petunjuk lokasi fasilitas social, petunjuk pengaturan lalu 
lintas, petunjuk dengan kata-kata dan papan nama jalan. Contoh rambu 
petunjuk bisa dilihat pada 
 
Gambar II.4 Rambu Petunjuk 
e. Rambu Lalu Lintas Sementara 
Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu 
lintas sementara. Penempatan dan penggunaan rambu lalu lintas sementara 
yang berupa rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu 
petunjuk didukung atau dijaga oleh petugas dari kepolisian. Rambu lalu 
lintas dipasang untuk memberi informasi adanya jalan rusak, pekerjaan 
jalan, perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, tidak 
berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas, pemberian prioritas pada 
pengguna jalan, bencana alam, kecelakaan lalu lintas, kegiatan keagamaan, 
kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga dan/ atau kegiatan budaya. Contoh 
rambu lalu lintas sementara bisa dilihat pada gambar. Penjelasan lengkap 





Gambar II.5 Rambu Lalu Lintas Sementara 
 
Sesuai dengan Panduan Penempata Fasilitas Perlengkapan Jalan 
menjelaskan bahwa rambu yang efektif harus memenuhi hal-hal berikut: 
1) Memenuhi kebutuhan 
2) Menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan 
3) Memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti 
4) Menyediakan waktu cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan 
respon 
2. Alati Pemberii Isyarati Lalu Lintas Yang Terdapat Pada Jalan Raya 
Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang 
menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau 
kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Alat pemberi isyarat lalu 
lintas terdiri dari lampu 3 (tiga) warna untuk mengatur kendaraan, lampu 2 
(dua) warna untuk mengatur kendaraan dan/ atau pejalan kaki, dan lampu 1 
(satu) warna untuk untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai 
jalan. Penempatan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan sedemikian 
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rupa, sehingga mudah dilihat dengan jelas oleh pengemudi, pejalan kaki dan 
tidak merintangi lalu lintas kendaraan. Alat pemberi isyarat lalu lintas yang 
ditempatkan pada persimpangan di sisi jalur lalu lintas, menghadap arah 
datangnya lalu lintas dan dapat diulangi pada sisi kanan atau di atas jalur 
lalu lintas (Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan). Tata cara 
pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas bisa dilihat pada gambar dan 
penjelasan ada pada lampiran. 
 
Gambar II.6 Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas  
1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu dipergunakan 
untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan. Lampu 
satu warna yaitu berwarna kuning kelap kelip atau merah  Lampu 
berwarna kuning kelap kelip untuk menyatakan Pengguna Jalan berhati-
hati. Lampu berwarna merah menyatakan Pengguna Jalan berhenti. 
Penjelasan lengkap ada pada lampiran. 
2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna 
dipergunakan untuk mengatur Kendaraan dan/ atauPejalan Kaki. Lampu 
dua warna terdiri dari lampu berwarna merah dan hijau. Lampu 
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berwarna merah untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak 
boleh melewati marka melintang yangberfungsi sebagai garis henti. 
Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada menyatakan 
Kendaraan berjalan. Penjelasan lengkap ada pada lampiran. 
3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna 
dipergunakan untuk mengatur Kendaraan. Lampu tiga warna terdiri dari 
lampu berwarna merah, kuning, dan hijau. Lampu berwarna merah 
untuk menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati 
marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti. Lampu berwarna 
kuning  untuk memberikan peringatan bagi pengemudi.  Lampu 
berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, 
menyatakan lampu berwarna merah akan segera menyala, Kendaraan 
bersiap untuk berhenti dan lampu berwarna kuning yang menyala 
bersama dengan lampu berwarna merah, menyatakan lampu berwarna 
hijau akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk bergerak. Lampu 
berwarna hijau  menyatakan Kendaraan berjalan. Penjelasan lengkap 
ada pada lampiran. 
3. Markai Jalani Yang Terdapat Pada Jalan Raya 
Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di  permukaan jalan atau di 
atas permukaan jalan yang  meliputi peralatan atau tanda yang membentuk 
garis  membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang 
berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah 
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kepentingan lalu lintas. Marka Jalan berwarna putih sebagaimana 
dimaksud. Marka Jalan berwarna kuning bahwa pengguna jalan dilarang 
berhenti pada area tersebut. Marka Jalan berwarna merah menyatakan 
keperluan atau tanda khusus. Marka Jalan warna lainnya yaitu Marka Jalan 
berwarna hijau dan coklat, yang menyatakan daerah kepentingan khusus 
yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan 
dengan tegas. Penjelasan lengkap ada pada lampiran. 
4. Alati Penerangan Jalani Yang Terdapat Pada Jalan Raya 
Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi 
untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. fasilitas perlengkapan 
jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan  keselamatan, 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu  lintas serta kemudahan bagi 
pengguna jalan dalam berlalu lintas. Pengguna Jalan tol sangatlah terbantu 
dengan adanya penerangan karena akan menambah Visibilitas dari 
pengguna jalan saat berkendara. Penjelasan lengkap ada pada lampiran. 
5. Alati Pengendalii Dan Pengamani Pengguna Jalan  
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan untuk mewujudkan 
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Alat 
pengendali pengguna jalan terdiri dari alat pembatas kecepatan dan 
pembatas tinggi dan lebar, adapun alat pembatas kecepatan digunakan 
untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian untuk 
memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan 
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jalan  dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang 
terhadap badan jalan. Contohnya : Speed Bump, Speed Hump, dan Speed 
Table. Alat Pembatas Tinggi dan lebar merupakan kelengkapan 
tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi  tinggi dan lebar 
kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu. Alat pembatas tinggi dan 
lebar berupa portal jalan atau sepasang tiang  yang ditempatkan pada sisi 
kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas. 
E. Pengertian keselamatan iLalu lintas 
Keselamatan lalui lintasi dalam undangi iundang yaitu suatu suasana 
keadaan terhindarnyai setiap orangi dari risikoi kecelakaan selamai berlalu 
lintas yangi disebabkani oleh imanusia, iKendaraan, Jalan, idan/atau 
ilingkungan. 
Keselamatani lalu ilintas merupakan hal yang paling di utamakan dalam 
trasnportasi karena dapat dikatakan untuk apa bertransportasi jika tidak 
selamat, hal ini merupakan jargon yang sering kita dengar karena 
keselamatan merupakan kebutuah bagi setiap pengguna transportasi. 
F. Norma Ihukum  
Norma hukum dapat dikatakan aturan yang dibuat oleh Negara indonesia 
atau alat-alat kelengkapannya dan cara pemberlakuan dapat dipaksakan oleh 
alat-alat kekuasaan negara (polisi, jaksa, hakim). 
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Bisai kita katakan juga dengan norma hukum ialah suatu aturan yang 
diciptakani oleh negara atau idikatakan juga sebagaii alat-alat iperlengkapan 
negarai dan juga berlakunyai hukum tersebuti bisa dipaksakan oleh alat-alat 
negara, seperti polisi, ijaksa dan ihakim. 
Pengertiani lain darii norma ihukum ialahi segala macami aturan hidupi 
yang diciptakani oleh negarai atau ilembaga maupuni organisasi itertentu. 
Ataui dengani kata lain dapati idikatakan, normai hukum ialah isegala 
imacam aturani yang idiciptakan ioleh lembagai negara iyang iberwenang. 
Normai hukum dapat mempunyaii sifat memaksai dan juga imengikat. 
Mengikati sehingga iartinya segala imacam peraturan iyang ada ididalam 
norma hukumi berlaku ikepada setiap iorang atau imasyarakat dan 
imemaksa artinya segala imacam peraturan ihukum yang itelah dibuat harus 
idipatuhi oleh isiap pun juga. 
Adapun unsur-unsur dasar  normai hukumi yang diantaranyai iyaitu: 
1. Terdapati aturan-aturani yang iberhubungan itentang tingkah ilaku dalam 
pergaulan ihidup imanusia. 
2. Peraturan itersebut diciptakani oleh ibadan-badan resmii inegara yangi 
berwenang. 
3. Peraturani tersebuti mempunyaii sifat iyang imemaksa. 
4. Jikai ada yangi melanggari akan idikenai sanksii iyang tegas idan imemaksa. 
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Adapun norma hukum yang akan digunakan pada penelitian ini iadalah 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Undang-Undangi Republik Indonesia iNo. 8 Tahun 1999  Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
2. Undang-Undangi iRepublik iIndonesia No. 22 Tahun 2009 iTentang 
iLalu iLintas dan iAngkutan iJalan. 
3. Peraturan Pemerintah iRepublik iIndonesia No. 4 Tahun 2019 iTentang 
Badan iPerlindungan iKonsumen iNasional 
4. Peraturan iPemerintah iRepublik iIndonesia iNo. 37 Tahun 2017 
Tentang Keselamatan iLalu Lintas idan iAngkutan iJalan. 
5. Peraturan iPemerintah Republik iIndonesia No. 15 Tahun 2005 Tentang 
Jalan iTol. 
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2005 Tentang Jalan Tol. 
7. Peraturan  Pemerintahi Republik iIndonesia No. 74 iTahun 2014 
Tentang iAngkutan iJalan. 
8. Peraturani Menteri iPerhubungan iRepublik Indonesiai No.i Pm 13 
Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. 
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9. Peraturanii iMenteri Perhubungani Republik Indonesia Nomor Pm 67 
Tahun 2018 iTentang iPerubahan Atas iPeraturan iMenteri Perhubungan 
Nomor Pm 34 Tahun 2014 iTentang iMarka Jalan. 
10. Peraturan iMenteri Perhubungan iRepublik Indonesia iNomor Pm 49 
Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. 
11. Peraturan iMenteri iPerhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 27 
Tahuni 2018 Tentangi Alat Penerangani Jalan 
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 
Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. 
13. Peraturani Pemerintahi Republiki Indonesiai Nomori 79 Tahun 2013 
Tentangi Jaringani Lalui Lintasi Dan Angkutani Jalan. 
G. KONSEP-KONSEP  HUKUM  
Dalam Hukumi perlindungani konsumeni adalah keseluruhani iasas –asas 
dan kaidahi yang imengatur dan imelindungi konsumeni dalam ihhubungan dan 
masalahi penyediaani dan penggunaani produk konsumeni antara ipenyedia dan 
ipenggunaanya dalami ibermasyarakat. 
Menurut Prof. Dr. Mochtari iKusumaatmadja, ihukum ikonsumen adalah : 
keseluruhani asas- asasi dan ikaidah – kaidah yangi mengaturi hubungani dan 
masalahi penyediaani dan penggunaani produk ibarang dan/ataui jasa, antara 
penyediai dan ipenggunaannya, dalami kehidupan ibermasyarakat. iSedangkan 
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batasan berikutnyai adalah ibatasan hukum iperlindungan konsumen, isebagai 
bagian khususi dari hukum ikonsumen, dan idengan penggambarani masalah yang 
telahi diberikani dimuka, adalahi “keseluruhani asas- asas dan kaidah – kaidah 
yang mengaturi dan imelindungi konsumen idalam hubungani dan imasalah 
penyediaani dan ipenggunaan produki konsumen iantara penyediai dan 
penggunaannya, idalam kehidupani ibermasyarakat”36. 
Jadi pada iumumnya, hukumi umum iyang berlaku idapat pula imerupakan 
hukumi konsumen, isedang bagiani – bagian itertentunya iyang mengandungi sifat 
–sifati membatasii, imengatur syarat – syarati tertentu iprilaku kegiatani usaha dan 
iatau melindungi kepentingani konsumen, imerupakan hukumi perlindungan 
konsumen. Kegiatani perlindungan ikonsumen, seperti ihalnya juga ipengaturan 
perilaku ipersaingan tidak iwajar, monopolii atau ioligopoli dari ipengusaha, 
diakuii berfungsi isebagai dorongani efisiensi idalam kegiatan iusaha dan 
kesejahteraani masyarakat. iKarena itu iseharusya upayai perlindungan konsumen 
mendapati porsi iyang seimbangi dengan iperlindungan pada ipengusaha yang 
jujuri dan beritikad ibaik serta ipencegaham iberbagai perilaku ikegiatan usaha 




                                                          




H. TEORI – TEORI iHUKUM  
Ada keterkaitan  dengan  teori  iperlindungan  hukum,  iada  beberapai  ahli 
yang imenjelaskan bahasani ini, antara ilain yaitui Satjipto iRaharjo, Phillipus M 
Hanjoni dan Lilyi Rasyidi. 
Menurut iSatjipto Rahardjo, iPerlindungan hukum iadalah imemberikan 
pengayoman iterhadap hak iasasii manusiai (HAM) yangi dirugikani orang ilain 
dan iperlindungan iitu diberikan ikepada imasyarakat agar dapat imenikmati 
semua ihak-hak yang idiberikan oleh ihukum.37 
Selanjutnya imenurut Phillipus M. Hadjon ibahwa iperlindungan ihukum 
bagi rakyati sebagai tindakani pemerintah iyang bersifat ipreventif dani 
iresprensif. Perlindungani Hukum iyang ipreventif bertujuan iuntuk imencegah 
terjadinyai sengketa, yangi mengarahkani tindakan ipemerintah bersikap hati-hati 
dalami pengambilani keputusan iberdasarkan idiskresi dan iperlindungan iyang 
resprensifi ibertujuan untuk imencegah iterjadinya sengketa, tiermasuk 
penanganannyai di lembaga iperadilan.38 
                                                          
37 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 69. 
38 Ibid, halaman 54. 
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Sedangkan menurut iLili Rasjidi dan I.B Wysa Putra ibahwa hukum idapat 
didifungsikani untuki menghujudkan iperlindungan iyang sifatnya tidak isekedar 
adaptif idan fleksibel, imelaikan juga ipredektif dan antipatif.39 
Dari uraian para ahli idiatas memberikani pemahamani bahwai 
perlindungani  hukum merupakani  gambaran  dari  bekerjanyai  fungsi hukum 
untuki mewujudkan tujuan-tujuani hukum, iyakni ikeadilan, ikemanfaatan dan 
kepastian ihukum. iPerlindungan ihukum adalah isuatu iperlindungan yang 
diberikani kepada subyeki hukum isesuai dengani aturan hukum, ibaik itu yang 
bersifat ipreventif maupuni dalam ibentuk yang ibersifat represif, ibaik yang 
secarai tertulis imaupun tidak itertulis idalam irangka imenegakkan iperaturan 
hukum. Ini sangat berkaitan dengan pertanggung jawaban konsumen terhadap 
kerusakan asset Jalan Tol. 
I. Asuransi  
Asuransi atan pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi 
bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah 
melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan 
asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. 
Menurut H.M.N Purwosutjipto: “Pertanggungan adalah perjanjian timbal 
balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung 
                                                          
39 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja 




mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang 
(santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup 
asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, 
sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”40 
Sementara itu, dalam KUHD Pasal 246 menyatakan bahwa: Asuransi atau 
pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung 
mengikatkan diri kepada tertaggung, dengan menerima suatu premi, untuk 
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau 
kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena 
suatu peristiwa yang tak tertentu. 
Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang ini, 
diantaranya: 
1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan 
usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa 
kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun 
tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi. 
2. Asuransi dapat menaikan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan 
memperalihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, 
perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan 
usahanya. 
                                                          
40  H. M. N. Purwosutjipto, 1986, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum 
Pertanggungan, Jakarta: Djambatan, Hal. 10. 
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3. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan 
adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira 
sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti 
rugi dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan. 
4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan pemberian suatu kredit. Apabila 
seseorang meminjam kredit bank, maka biasanya meminta kepada debitur 
untuk menutup asuransi benda jaminan, 
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya 
perjanjian asuransi, maka resiko yang mungkin dialami seseorang dapat 
ditutup oleh perusahaan asuransi. 
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk 
harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama 
dalam asuransi jiwa.  
7. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul 
dalam perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam 
pembangunan bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun  jangka 
panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas 
kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak.41 
                                                          
41 Endang, M. Suparman Sastrawidjaja, 1993, Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung 
Asuransi Deposito Usaha Peransuransian), Bandung: Alumni, Hal 59 
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Asuransi sebagai lembaga pelimpahan resiko. Dalam keadaan wajar  
biasanya seseorang atau suatu badan usaha itu secara pribadi selalu harus  
menanggung semua kemungkinan kerugian yang dideritanya yang  disebabkan 
karena peristiwa apapun juga. Biasanya sifat dan jumlah kerugian itu tidak dapat 
dengan mudah diperkirakan sebelumnya, apakah akan berakibat yang sangat fatal 
atau tidak. Apakah akan menimbulkan kerugian yang kira-kira mampu 
ditanggulangi sendiri atau tidak. Guna menghadapi segala kemungkinan 
termaksud di atas maka orang berasaha melimpahkan semua kemungkinan 
kerugian yang timbul kepada pihak lain yang kiranya bersedia menggantikan 
kedudukannya. Cara untuk melakukan pelimpahan risiko dapat ditempuh dengan 
jalan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian mana mempunyai tujuan bafawa 
pihak yang mempunyai kemungkinan menderita kerugian (lazim disebut 
tertanggung) itu melimpahkan kepada pihak lain yang bersedia membayar ganti 
rugi (lazim disebut penanggung) apabila terjadi kerugian. Perjanjian kemudian itu 
lazim disebut sebagai perjanjian pertanggungan (asuransi).42 
Dalam masyarakat yang sudah maju dan sadar akan nilai kegunaan  lembaga 
asuransi atau pertanggungan sebagai lembaga pelimpahan risiko, setiap 
kemungkinan terhadap bahaya menderita kerugian itu pasti diasuransikan atau 
dipertanggungkan. Hampir setiap gerak dan aktivitas baik pribadi atau badan-
badan usaha itu selalu dilindungi oleh suatu peganjian pertanggungan yang 
mereka adakan, atau dengan perkataan lain setiap kemungkinan risiko itu selalu 
                                                          
42 Santoso Poedjosoebroto, 1996, Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di 
Indonesia, Jakarta: Bharata, Hal 82. 
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dipertanggungkan; jadi semakin orang merasa makin tidak aman, semakin pula 
orang selalu berusaha mengasuransikan segala kemungkinan risiko yang mungkin 
timbul makin banyak yang merasa tidak aman makin banyak yang mengalihkan 
risiko kepada pihak lain, berarti makin banyak peganjian asuransi ditutup. 
Selanjutnya makin banyak puladana yang diserap oleh perusahaan sebagai 
pembayaran atas kesedianya mengambil alih risiko pihak tertanggung.43 
Polis merupakan bukti adanya perjanjian asuransi antara pihak penanggung 
dan pihak tertanggung sebagai penutup asuransi. Karena polis adalah surat yang 
bernilai uang, maka penggadaian sepucuk polis itu hanya bisa terjadi dalam 
hubungan hukum, khususnya mengenai pinjaman uang, yang dilakukan oleh 
tertanggung/penutup asuransi kepada penanggung. Polis yang akan digadaikan itu 
harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pelaksanaan asuransi jiwa yang 
bersangkutan. Polis ini harus polis perorangan yang telah memiliki harga tunai 
dan tidak menunggak pembayaran preminya.44 
Menurut Hartono Hadisaputro, dengan demikian apabila benda bergerak 
dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian hutang (kredit), maka benda bergerak 
tersebut harus dipindahkan atau diperalihkan dari tangan debito kepada pihak 
kreditur atau pemegang gadai.45  
                                                          
43 Ibid hal 82 
44 Purwosutjipto H. M. N. 1987. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 Hukum Surat 
Berharga, Jakarta: Djambatan, hal. 190 
45 Ibid hal. 58 
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Berdasarkan penjelasan diatas mengenai asuransi jelas bahwa, perusahaan 
sebesar pengelola jalan tol Cipali pastinya mengasuransikan segala aset yang di 

















HASIL PENELITIANi DAN iPEMBAHASAN 
A. Hasili Penelitiani 
1. Wawancara dengan pengelola Tol Cipali 
Setelah melakukan kunjungan menuju lokasi studi penulis dapat 
mengetahui bahwa Jalani  Tol  Cikopoi  –  iPalimanan,  iatau  yang lebih 
dikenal  dengan Tol  iCipali adalahi sebuahi jalani tol iyang terbentangi 
sepanjangi 116,75 kilometeri yangimana menghubungkanidaerahi    
iCikopo,    iPurwakarta    idengan    Palimanan, iCirebon, yang semua 
daerah tersebut terdapat pada Provinsi Jawa barat. Sampai saati ini ruasi 
Jalani iTol Cikopoi merupakani ruasi jalani toli terpanjangi kedua setelah 
Jalan Tol iBakauheni – iTerbanggi iBesar, di Indonesia.  Jalani  itol ini  
imerupakan ikelanjutan dari Jalani  Toli  Jakartai  – iCikampek iyang 
menghubungkani dengani Jalan Toli Palimanani – iKanci. Dengan kata lain 
jalan tol ini merupakan penguhubung jalan yang sangat fital. 
Kita bisa menyampaikan berdasarkan informasi Jalan Toli Cipali 
imerupakan bagiani dari Jalani Toli Transi iJawa yangi menghubungkani 
Merak, Banteni hingga iBanyuwangi, iJawa Timur itu sangatlah luar . Jalani 
tol ini memperpendeki jarak tempuhi sejauh 40 (empat puluh) kilometeri 
dan diprediksii akan memotongi waktu tempuhi hingga 2 (dua) jami 
dibandingkani melewati Jaluri Pantura iJawa Barat. iJalan iTol Cipali 
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sendiri iadalah bagian idari Jalan iTol Jakarta – iPalimanan. iKilometer 0 
berada di iCawang, iJakarta, dan iberakhir di Kilometer i189 di Palimanan. 
Operator ijalan tol ini adalahi iPT Astra iInfra. Berdasarkan hasil survey Tol 
Cipali imerupakan ijalan Nasional kita bisa mengerti dan mencirikan jalan 
yang menjadi penghubung antar ibu kota provinsi, yang mana 
pengelolaanya di serahkan pada pemerintah pusat yaitu dibawah kementrian 
PUPR. Status jalan nasional juga diberikan pada jalan strategis nasional dan 
jalan tol, idengan ifungsi jalan iarteri primer idan kelas ijalan I serta 
termasuk jalan bebas hambatan. Perseroan Terbatas Astra Infra adalah 
pemegang konsesi yang dimaksud konsesi adalah adalah Hak utama karena 
sebagai pemegang saham terbesar  Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Tol 
Cipali) di Provinsi Jawa Barat. Jalan Tol Cipali dimulai di kilometer 72 
Cikopo, Purwakarta. Jalan tol ini menghubungkan 5 (lima) kabupaten: 
Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka sebelum berakhir di kilometer 
188 Palimanan, yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Cirebon. 
Peneliti telah melintasi jalan ini dan memang sangat memotong waktu 
dibandingkan melati jalan umum non tol. 
Berdasarkan informasi yang didapat dari lokasi penelitian dapat 
dikatakan Jalan tol ini dibangun di atas lahan seluas 1.080,69 hektare dan 
terbagi menjadi 6 seksi, antara lain: 
Seksii 1: Cikopoi – iKalijati (27,05 km)  
Seksii 2: Kalijatii – iSubang (11,2 km)  
103 
 
Seksii 3: Subangi – iCikedung (28,7 km)  
Seksii 4: Cikedungi – iKertajati (18,9 km) 
Seksii 5: Kertajatii – iSumberjaya (16,1 km)  
Seksii 6: Sumberjayai – iPalimanan (14,8 km) 
Jalan Tol Cikopo - Palimanan memiliki 8 (delapan) tempat istirahat 
atau rest area diantaranya 4 (empat) rest area tipe A dan 4 (empat) rest area 
tipe B. Selain itu, Jalan Tol Cikopo – Palimanan juga memiliki 6 (enam) 
simpang susun dan 7 (tujuh) gerbang tol, antara lain: GT Cikopo, GT 
Kalijati, GT Subang, GT Cikedung, GT Kertajati, GT Sumberjaya, dan GT 
Palimanan. Tarif tol Cipali ditetapkan Rp873/km atau Rp102.000 untuk 
kendaraan golongan I dengan jarak terjauh (Cikopo – Palimanan). 
Berdasarkan informasi yang didapat Astra Infra Toll Road Cikopo - 
Palimanan dipimpin oleh kepala cabang yang membawahi 5 (lima) bidang 
yaitu: 
a. Kepala Bagian Manajemen Konstruksi 
b. Kepala Bagian Manajemen Layanan Transaksi 
c. Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas 
d. Kepala Bagian Keuangan, dan 
e. Kepala iBagian iSDM dan iUmum. 
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Didapat informasi bahwa Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas 
membawahi Kepala Sub Bagian Operasi dan Data Lalu Lintas, Perambuan 
dan Keamanan. Namun, Kepala Bagian Manajemen Lalu Lintas juga 
langsung membawahi Kepala Ruas Lalu Lintas yang dibagi menjadi 2 yaitu 
ruas barat dan ruas timur. Kepala ruas langsung berhubungan dengan admin 
ruas dan Kepala Shift. Kepala Shift membawahi petugas Patroli, Derek, 
Rescue dan Ambulance. Semua team diatas selalu sinergi pada kegiatan 
operasional jalan tol terlebih lagi pada saat terjadinya kecelakaan mereka 
langsung turun ke Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan investigasi 
secara menyeluruh mengenai penyebap dan kerugian yang timbul akibat 
kecelakaan tersebut sebagai data yang kan dijadikan sumber informasi 
kepada manajemen guna pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. 
Bidang Manajemen Pelayanan Lalu Lintas pada bagian operasi dan 
data lalu   lintas   khususnya   bagian   patroli,   derek,   ambulan,   dan   
rescue pengawasan dilakukan oleh pihak tol membuat pembagian 3 shift 
waktu kerja dengan membagi menjadi 2 beat kewilayahan yaitu wilayah 
timur dan barat. Shift 1 dimuluai dari jam 06.00 - 14.00 WIB, shift 2 dari 
jam 14.00 - 22.00 WIB, dan shift 3 dari jam 22.00 - 06.00 WIB, dimana 
semua pergantian shift akan ditimbang terimakan di Senkom atau TMC 
(Traffic Monitoring Center) tol Cikopo - Palimanan. Sama seperti bagian 
manajemen lalu lintas Semua team diatas selalu sinergi pada kegiatan 
operasional jalan tol terlebih lagi pada saat terjadinya kecelakaan mereka 
langsung turun ke Tempat Kejadian Perkara untuk melakukan investigasi 
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secara menyeluruh mengenai penyebap dan kerugian yang timbul akibat 
kecelakaan tersebut sebagai data yang kan dijadikan sumber informasi 
kepada manajemen guna pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. 




Gambar III.1 Traffic Monitoring Center (TMC) 
Setelah penulis melakukan wawancara tenyata Tol Cipali di 
operasikan sejak dimulainya pada 13 Juni 2015, namun terjadi banyak 
kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Cipali dan sangat menyita perhatian 
publik yang menimbulkan kerugian material dan jiwa yang diderita oleh 
pengguna jalan maupun pihak pengelola jalan tol yang bisa jadi kerusakan 
tersebut merupakan kerusakan fasilitas jalan tol. Contoh diantaranya adalah 
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kecelakaan lalu lintas yang merenggut banyak korban jiwa. Penulis juga 
berhasil mendapatkan informasi berdasarkan catatan pengelola Tol Cipali, 
PT Astra Infra Toll Road Cikopo – Palimanan tahun 2019 per 1 Januari 
hingga 30 November terhitung ada 1027 kasus ikecelakaan illlalu ilintas hal 
ini merupakan jumlah kecelakaan yang massif menurut penulis karena 
jumlahny sudah menembus angka 1000 an. Dalam wawancara tersebut 
dijelaskan bahwa kendaraani yangi paling banyak terlibat ikecelakaan 
adalah kendaraani igolongan I (picki up/truki kecil, sedan, jeep, dan ibus). 
Berdasarkan hasil wawancara di tol cipali didapat bahwa factor terbesar dari 
penyebab kecelakaan yaitu, kecelakaan terjadi karena faktor manusia 
dengan angka 873 kasus. Hasil wawancara Sedangkan berdasarkan 
penyebab kecelakaan terbanyak adalah mengantuk dan kurang antisipasi 
(741 kasus), pecah ban (138 kasus), dan pelanggaran batas kecepatan (113 
kasus). Dan data tersebut tercatat korban meninggal dunia tercatat diangka 
92 jiwa (Data Pengelola Jalan Tol Cipali 2019). 
Dan dalam wawancara di sebutkan bahwa secara teknis, kondisi jalan 
pada tol Cipali sudah cukup baik dan memenuhi standart sesuai dengan 
SPM (Standar Pelayanan Minimum) jalan tol. 
2. Komitmen dalam pengurangan angka kecelakaan 
Dari hasil wawancara dan pengumpulan data dilapangan didapatkan 
informasi tentang visi dan misi yang di dapat dari perusahaan yaitu : 
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a. Hubungan Visi Astra Infra Toll Road Cikopo – Palimanan seiring 
dengan usaha mengurangi angka kecelakaan 
Jika terjadi kecelakaan dan menyebabkan kerusakaan aset maka 
pihak Pengelola jalan tol akan melakukan pengkajian dan 
menganalisa mengapa bisa terjadi kecelakaan sesuai dengan visi 
perusahaan Menjadii role modeli bagi iperusahaan pengelolai jalan 
itol di Indonesiai yang mempraktikkan profesionalisme kerja yang 
tinggi, budaya inovasi, dan bisnis yang berkelanjutan. 
b. Hubungan Misi Astra Infra Toll Road Cikopo – Palimanan 
Menurut pengelola jalan tol Kecelakaan pastinya akan menimbulkan 
kerugian baik secara tidak langsung maupun secara langsung. 
Kerena hal tersebutlah pihak perusahaan jalan tol perusahaan yang 
menganut tata kelola perusahaan yang baik dan selalu memberikan 
nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Baik untuk konsumen 
yaitu dengan mempercepat waktu tempuh dan masyarakat Indonesia 
secara umum guna pembangunan dan mempercepat distribusi barang 
dari suatu tempat ke tempat lainnya guna peningkatan ekonomi yang 
merata. 
Selain itu dari pihak Pengelola jalan tol juga berusaha mengurangi 
tingkat kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan sehingga menjadi 
penyedia  jalan  tol  yang  aman,  menjadi  penghubung masyarakat, 
dan menawarkan berbagai fasilitas yang berkelas serta pelayanan 
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yang prima agar memberikan kepuasan kepada setiap penguna jalan 
Tol yang melawati jalan tol tersebut. 
Penulis menemukan dari dalam perusahaan adanya komitmen dalam 
membina  kerjasama, memelihara iklim kerja yang kondusif, dan 
menumbuhkan semangat pada semua karyawan agar tercipta suasana 
yang baik sehingga setiap ada kejadian/ kecelakaan dilapangan akan 
tercipta kordinasi yang baik atara setiap orang sehingga korban 
kecelakaan dapat cepat di tangani dengan sigap dan responsive 
sehingga tidak akan menimbulkan resiko yang lebih bsear lagi jika 
tidak di tanganni secepatnya dengan baik. Bersumber dari bisnis jasa 
karenanya pihak pengelola jalan tol selalu senantiasa meningkatkan  
daya usaha dengan membina kerjasama, integritas dan semangat 
yang berfokus pada kesuksesan. 
3. Meminimalisir fatalitas dengan kompetensi SDM 
a. Proses Rekrutment 
Didapatkan informasi bahwa Pada proses perekrutan SDM ada 2 (dua) 
macam yaitu melalui perekrutan yang dilakukan langsung oleh Astra 
Infra dan melalui perekrutan oleh pihak ketiga dengan status outsourcing 
(karyawan kontrak), semua ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari 
karyawan yang akan bekerja diperusahaan karena perusahaan 
menyangkut dengan nyawa orang lain atau pengguna jalan yang 
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melintasi jalan tol butuh ketepatan dan kecepatan dalam pelayanan 
kepada pengguna jalan. 
b. Peningkatan Kompetensi 
Diinfokan bahwa untuk menghadapi kejadian kecelakaan dilapangan 
karyawan perlu dibekali dalam hal peningkatan kompetensi, khususnya 
kompetensi teknis adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan 
(diklat). Sebagai contoh adalah diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) serta diklat penggunaan peralatan kerja. semua ini dilakukan untuk 
menjaga kualitas dari karyawan yang akan bekerja diperusahaan karena 
perusahaan menyangkut dengan nyawa orang lain pada saat terjadi 
kecelakaan. 
4. Pembagian Tugas dan Fungsi dalam menghadapi kejadian 
kecelakaan 
Informasi didapatkan bahwa dalam Bagian Manajemen Pelayanan Lalu 
Lintas Unit Traffic Jalan Tol Cipali (Astra Infra Toll Road  Cikopo – 
Palimanan) membawahi 7 (tujuh) bagian dengan tupoksi: 
a. Kepala Shift Layanan Lalu Lintas berperan terhadap setiap kejadian 
dan keruagian yang terjadi dilapangan 
Penulis mendapatkan informasi bahwa penyelenggaraan kegiatan 
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan lalu lintas tol PT 
Lintas Marga Sedaya Cabang Subang, meliputi keamanan dan 
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keselamatan lalu lintas, pelayanan medis, dan gangguan lalu lintas 
lainnya dengan uraian tugas sebagai berikut: 
1) Jika terjadi kejadian kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan tol maka 
kegiatan tersebut  langsung ditangani segera manakala pembagian 
itugas dan ipengarahan pelaksanaani operasionali lalu lintasi kepada 
ipetugas patroli, petugas  rescue dan ipetugas ambulance. Sebagai 
aksi tepat dan respon yang cepat terhadap kejadian dilapangan 
tersebut. 
2)  Selain itu juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakani kegiatani 
ipemeriksaan ikelengkapan sarana operasionali lalu ilintas yang isiap 
pakaii iagar iterjamin ikeselamatan dan kelancaran ipelaksanaan 
itugas pelayanan ilalu lintas, sehingga bisa menimbulkan 
keberhasilan dalam pelaksaaan tugas pada saat terjadinya kecelakaan 
dan mampu mendokumentasikan kerugian yang terjadi pada saat 
kecelakaan tersebut terjadi dilapangan. Sehingga tidak adalagi 
perdebatan yang tidak mendasar pada saat seorang pengguna jalan 
mengalami kecelakaan dan menuntut untuk mengganti rugi. 
3) Melaksanakan  kegiatan  ipemantauan pada jalan Tol oleh pengelola,  
pengendalian kelancaran dan ketertibani lalu lintas yang berkerja 
sama dengan pihak kepolisian iagar penanganani gangguani lalu 
lintas di jalan tol dapati dilakukani isecara tepati idan icepat.  
Sehingga tidak mengganggu kegiatan lalulintas dan menyebabkan  
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kemacetan pangjang akibat lambatnya informasi yang di dapat oleh 
pengelola jalan tol. Hal ini merupakan fungsi dari patroli yang 
berkeliling di jalan Tol. Guna mengecek kondisi fasilitas 
perlengkapan dan kejadian dilapangan. 
4) Diinformasikan juga dalam melaksanakan  kegiatan  pemantauan  
dan  keselamatan  lalu  lintas meliputi pelayanan kepada pemakai 
jalan yang kendaraannya mogok akan mendapatkan fasilitas derek 
gratis sampai lokasi gerbang tol terdekat, kendaran yang mengalami 
kecelakaan juga akan diderek  menuju lokasi parkir sementara dan 
bila segala perhitungan kerugian sudah terselesaikan maka 
kendaraan dapat diambil kembali  bisa dikalatan bahwa kendaraan 
tersebut akan ditahan sebagai barang bukti jika masalah sudah 
terselesaikan makan barang bukti bisa diambil kembali atau kondisi 
darurat lainnya agar tercipta keamanan dan kenyamanan pemakai 
jalan tol,  agar jalan tol tetap dalam kondisi yang lancar dan tidak 
ada hambatan secara signifikan. Sehingga tidak mengganggu 
lalulintas dari kendaraan lainnya yang sedang melitas pada  jalan 
tersebut. 
5) Didapatkan informasi untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian 
ganti rugi atas kerusakan jalan tol secara adil dan tidak menimbulkan 
ketidakpuasanan atas penyelesaian yang terjadi maka setiap 
keputusan dan informasi yang diambil dilapangan harus akurat 
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desertai dengan foto dan barang bukti lainnya,  bangunan  dan sarana  
pelengkap lainnya  yang  ditimbulkan akibat kecelakaan yang 
dialami oleh pemakai jalan agar kerugian perusahaan dapat segera 
ditanggulangi, dan team lapangan pun akan secera sigap untuk 
mengatur lalu lintas pada saat kecelakaan terjadi dapat 
meniadakan/meminimalisir hambatan yang terjadi sehingga dapat 
berkurangnya masalah dilapangan.  
6) Didapatkan informasi bahwa ada pula pelaksanaan kegiatan serah 
terima tugas & sarana kepada Kepala Shift Patroli sebelum dan 
sesudahnya agar tercipta kesinambungan tanggung jawab aktifitas 
pelayanan jalan tol, ini menandakan bahwa kegiatan pengawasan 
kecelakaan dan hal lain yang menghambat lalu lintas dapat segera 
terantisipasi dengan baik karena secara terus menerus patroli akan 
selalu terselenggara dan semua team selalu siap siaga dalam 
menghadapi masalah kecelakaan yang melibatkan penguna jalan 
yang melintas di jalan tol, dan segera mendapatkan pelayanan atau 
pertolongan oleh petugas jaga yang sedang melakukan piket. 
Sehingga memberikan rasa nyaman kepada pengguna jalan yang 
bermasalah dijalan. Dan pada akhirnya terwujud standar operasional 
jalan tol yang berkeselamatan dan unggul. Karena mampu 




7) Penulis mendapatkan informasi bahwa perusahaan Jalan Tol Cipali 
dalam menghadapi kejadian kecelakaan dan permasalahan jalan tol 
lainnya juga melaksanakan   kegiatan   pembinaan   kepada   
bawahannya melalui pendekatan persuasif dan prosedural agar 
tercipta lingkungan kerja yang kondusif, berdisiplin dan memiliki 
produktifitas kerja yang tinggi. Karena dengan bekerjasama dengan 
anggota lain, mereka akan saling bertukar pengetahuan dan 
keterampilan dengan rekan-rekan. Inilah yang membuat kita dapat 
mengambil sebuah keputusan tepat dalam menghadapi kecelakaan 
dan permasalahan lalu lintas di jalan tol yang dikelola. Dengan 
kerjasama tim juga akan menimbulkan/melahirkan perbedaan 
pandangan yang memicu timbulnya inovasi dan ide-ide yang 
inovatif, karena tim yang bertugas merupakan  wadah bagi setiap 
anggota yang berbeda sifat dan karakter untuk menyampaikan ide 
dan gagasan. Ini memungkinkan setiap orang didalamnya 
memikirkan hal –hal di luar kotak dan innovasi  dalam pelayanan 
dan penanganan kecelakaan dan permasalahan lalu lintas di jalan tol. 
Kesuksesan dan terobosan lahir dari sebuah proses ketidaknyamanan 
yang akan memdorong para anggota tim untuk tumbuh karena 
ketidak nyamanan tersebut merupakan peluang untuk memdapatkan 
pengetahuan yang baru tentang tatacara penanganan kecelakaan dan 
permasalahan lalu lintas di jalan tol. Karena itu juaga kerjasama tim 
merupakan kesempatan yang membuat kita semakin ahli dalam 
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mengatasi tantangan yang ada. Saat diperhadapkan dengan masalah 
kecelakaan dan permasalahan lalu lintas di jalan tol para anggota 
team akan menemukan solusi yang terbaik  dan semakin sering , 
semakin kita terbiasa dan unggul dalam pemecahan masalah 
hasilnya. Inovasi menjadi bagian yang melekan erat dengan kita. 
Dengan kerjasama dalam mem 
8) Didapatkan informasi bahwa dalam melaksanakan kegiatan  
keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dengani memperhatikani 
iketentuan iyang berlakui karena aturan yang telah dibuat oleh 
perusahaan pastilah di peruntukan utuk kelancaran kegiatan 
perkerjaan sehinggga terciptai keselamatan dan kesehatan kerja 
dilingkungan unit kerja baik di bagian lapangan dan bagian kantor 
sehingga dapat langsung merespons kecelakaan dilapangan. 
b. Petugas Senkom (Sentra Komunikasi) dalam kejadian kecelakaan  
Fungsi dari petugas Senkom sendiri yaitu melaksanakan kegiatan 
pelayanan informasi dan monitoring penyebaran informasi secara 
internal maupun eksternal dari petugas senkom kita bisa mengetahui 
setiap kejadian dilapangan secara detail karena informasi yang didapat 




1) Kegiatan serah terima tugas awal dalam pengawasan kecelakaan dan 
jalan tol 
Diinformasikan kegiatan serah terima dipimpin oleh ketua regu yang 
akan melakukan serah terima tugas, kegiatan ini dilakukan dalam 
rangka memantau kecelakaan dan kondisi jalan tol secara penuh 24 
jam, kegiatan serah terima penjagaan rutin dilaksanakan dalam 
setiap pergantian tugas jaga, tujuanya untuk mengetahui kesiapan 
tugas jaga lama dan baru, sehingga mengetahui setiap perkembangan 
kejadian. Selama kegiatan berlangsung situasi aman dan tertib, 
Untuk meningkatkan kedisiplinan anggota dalam pelaksanaan tugas, 
seluruh anggota diwajibkan mengikuti kegiatan apel serah terima 
penjagaan dan ditingkatkan kewaspadaan penjagaan kecelakaan dan 
kondisi jalan tol secara penuh 24 jam.  
2) Kegiatan pengecekan dan pemeliharaan sarana & prasarana 
pengawasan kecelakaan dan jalan tol 
Pemeliharaan merupakan usaha atau proses kegiatan untuk 
mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi 
fasilitas kerja dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi 
dan menyempurnakan, Pemeliharaan sarana dan prasarana  
pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan 
pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan 
baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna 
116 
 
dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan 
kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, 
sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. 
Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus 
untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan 
baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan 
cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan  yang bersifat 
khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian 
sesuai dengan jenis barang yang dimaksud.  
3) Kegiatan penanganan pengaduan dan keluhan dalam rangka  
pengawasan kecelakaan dan jalan tol 
Dalam hal ini pihak jalan tol Merespon keluhan baik yang berasal 
dari pengguna jalan tol, menyelesaikan penanganan pengaduan 
dalam rangka  pengawasan kecelakaan dan jalan tol dengan 
mekanisme yang berlaku, membuktikan benar atau tidaknya hal 
yang diadukan. memberikan jaminan bagi penguna jalan tol bahwa 
laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif. efisien, 
cepat dan dapat dipertanggung-jawabkan. 
Dengan merespon dengan baik setiap pengaduan kecelakaan dan 
keluahan jalan tol, pihak jalan tol akan dapat menjaga citra , wibawa 
perusahaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
managemen jalan tol Cipali. 
117 
 
4) Kegiatan pelaksanaan Informasi dan Komunikasi pelayanan lalu 
lintas, keselamatan dan kelancaran operasional dalam rangka  
pengawasan kecelakaan dan jalan tol 
Fungsi komunikasi dalam pelayanan pengawasan kecelakaan dan 
operasional jalan tol yang adalah untuk memberikan informasi yang 
akurat sesuai dengan fakta dan bersifat valid kepada pengguna jalan 
tol. Hal ini merupakan hal yang sangat penting sebab dengan adanya 
komunikasi akan dapat memberikan informasi langsung kepada 
Pengguna Jalan tol. untuk selanjutnya dapat dilakukan penanganan 
kejadian  sebagaimana prosedur secara umum sesuai dengan kondisi 
di lapangan jalan tol. 
5) Pengoperasional Variable Message Sign (VMS) dalam rangka  
pengawasan kecelakaan dan jalan tol 
Dari pihak jalan tol menjelaskan bahwa Variable Message Sign 
(VMS) sangatlah penting karena sifatnya seperti rambu tapi bisa 
menyampaikan petunjuk secara real time contohnya jika ada 
kecelakaan di depan pengguna jalan tol bisa keluar di gerbangtol 
terdekat dan memilih jalur alternative lain sehingga dapat terhidar 
dari kecelakaan dan kemacetan. 
Variabel message sign (VMS) sendiri merupakan suatu 
mediaelektronik yang terbuat dari LED dan berfungsi 
untukmenampilkan informasi multi media berbentuk 
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text,gambar/logo, animasi, grafik, film dsbnya. LED ini akan 
disambungkan ke sebuah controller atau komputer yang terdapat 
aplikasi yang berfungsi untuk menerima file multi media dari 
komputer server di ruang kontrol/mobile web/SMS dan 
menampilkannya pada LED sesuai dengan perintah daricomputer 
server. 
6) Penanganan komplain /keluhan penggunan jalan dalam rangka  
pengawasan kecelakaan dan jalan tol 
Dengan merespon dengan baik setiap pengaduan komplain /keluhan 
kecelakaan dan keluahan jalan tol, pihak jalan tol akan dapat 
menjaga citra , wibawa perusahaan dan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap managemen jalan tol Cipali. Dalam hal ini 
pihak jalan tol Merespon keluhan baik yang berasal dari pengguna 
jalan tol, menyelesaikan penanganan pengaduan/ komplain /keluhan 
dalam rangka  pengawasan kecelakaan dan jalan tol dengan 
mekanisme yang berlaku, membuktikan benar atau tidaknya hal 
yang diadukan. memberikan jaminan bagi penguna jalan tol bahwa 
laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif. efisien, 





7) Kegiatan pembuatan laporan dalam rangka  pengawasan kecelakaan 
dan jalan tol 
Diinformasikan bahwa pembuatan laporan kegiatan merupakan 
kegiatan yang sangat penting karena dengan laporan tersebut 
merupakan dasar dari pengawasan kecelakaan dan operasional jalan 
tol. Karena pelaporan penyajian dari suatu fakta mengenai suatu 
keadaan ataupun suatu kegiatan. dan pada dasarnya suatu fakta yang 
disajikan itu adalah tanggung jawab yang ditugaskan kepada si 
pelapor yang bertugas pada saat jalan tol tersebut beroperasi. Di jelas 
kan pula bahwa pelaporan pada kegiatan pengoperasian jalan tol 
merupakan Sebagai bahan untuk pertanggungjawaban, sebagai alat 
untuk menyampaikan informasi, sebagai alat pengawasan, sebagai 
bahan penilaian dan sebagai bahan pengambilan keputusan  serta 
bermanfaat Sebagai dasar penentuan kebijakan, sebagai bahan untuk 
penyusunan rencana kegiatan berikutnya, dapat mengetahui 
perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan serta menjadi 
sumber informasi perusaan jalan tol Cipali. 
c. Petugas Layanan Lalu Lintas pada tol Cipali sebagai pengawasan 
kecelakaan dan jalan tol 
Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengaturan lalu 
lintas kepada pengguna jalan tol cipali yang mengalami hambatan 
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perjalanan serta membantu memonitor kondisi lahan dan aset jalan tol 
dengan uraian tugas sebagai berikut: 
1) Melakukan kegiatan pengecekan, serah terima tugas awal & sarana 
prasarana kendaraan operasional pada kegiatan pengawasan 
kecelakaan dan jalan tol 
Sebelum diserah terimakan petugas penerima pelimpahan tugas 
selanjutnya wajib memeriksa perlengakapan kendaraan operasonal, 
maksud dan tujuannya adalah agar kendaraan siap pada saat akan di 
jalankan guna pengecekan kegiatan pengawasan kecelakaan dan 
jalan tol sehingga tidak akan menemukan kendala saat menuju lokasi 
kejadian kecelakaan. Hal ini jelas sangat di perlukan agar kegiatan 
tersebut berjalan dengan lancar. 
2) Melakukan observasi /pemantauan jalur & aset jalan tol pada saat 
kegiatan pengawasan kecelakaan dan jalan tol 
Observasi yaitu melihak dan memperhatikan kondisi jalan tol di 
lapangan, untuk mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya di 
lapangan yang juga bisa dikatakan kegiatan pengamatan pada sebuah 
objek secara langsung ke jalan tol dan detail untuk mendapatkan 
informasi yang benar terkait objek jalan tol yang rusak hambatan 
dan informasi jalan tol lainnnya. Karena dengan observasi jalan tol 
secara langsung dapat menggambarkan Menggambarkan objek dan 
segala hal yang berhubungan melalui pengamatan panca indera. 
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3) Melakukan kegiatan penanganan & pelayanan pada kegiatan 
pengawasan kecelakaan dan operasional jalan tol, meliputi: 
i) Pekerjaan penanganan pengaduan dan keluhan pengguna jalan 
di lapangan apabila terjadi kecelakaan dan operasional jalan tol 
Didapatkan informasi dalam pengoperasian jalan tol keluhan 
dan pengaduan terhadap pelayanan pastinya akan selalu datang 
dan sudah menjadi kewajiban bagi pengelola jalan tol untuk 
mengakomodir semua pengaduan dan keluhan pengguna jalan 
tol,  terlebih lagi jika terjadi kecelakaan merupaka suatu hal 
yang sudah menjadi kententuan pengelolal jalan tol karena  telah 
di amanatkan juga dalam peraturan yang dibuat oleh regulator, 
karena itu kegiatan penanganan & pelayanan pada pengawasan 
kecelakaan dan operasional jalan tol merupakan hal yang wajib 
ada pada pengalolaan jalan tol. 
ii) Pekerjaan observasi jalan tol dalam rangka patroli kondisi 
lapangan merupakan bagian dari kegiatan penanganan & 
pelayanan pada kegiatan pengawasan kecelakaan dan operasional 
jalan tol 
Obeservasi merupakan bagian yang sangat penting dan inti yang 
ada kegiatan operasional jalan tol  karena dengan adanya 
kegiatan observasi atau nama lainnya adalah patroli jalan, pihak 
pengelola jalan tol dapat mengetahui kondisi secara nyata 
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sehingga mampu mengambil keputusan atau tindakan yang tepat 
jika terjadi kecelakaan, kemacetan atau kejadian lainnya 
iii) Pekerjaan penanganan kendaraan mogok (gangguan) merupakan 
bagian dari kegiatan penanganan & pelayanan pada kegiatan 
pengawasan kecelakaan dan operasional jalan tol 
Di informasikan bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan jalan 
tol, adakalanya anggota patroli menemukan kendaraan yang 
mogok karena faktor teknis kendaraan maupun karena 
kecelakaan disinilah fungsi dari pekerjaan pandangan kendaraan 
mogok pihak jalan tol memfasilitasi derek secara gratis sampai 
dengan keluar pintu tol terdekat dan dari pintu keluar tol ke 
bengkel, pihak derek akan memberlakukan tarif derek sesuai 
dengan stadar yang berlaku itu semua merupakan salah satu 
tanggung jawab pengelola jalan tol dengan memastikan adanya 
kendaraan derek yang mampu mengakomodir kendaraan yang 
mogok di sepanjang ruas jalan tol tersebut. Jika kendaraan yang 
mogok tidak segera di tangani bisa saja itu menjadi penyebab 
terjadinya kecelakaan yang baru dilihat dari  kecepatan 
kendaraan yang melitas di setiap ruas jalan tol yang memiliki 
kecepatan rata-rata yang tinggi. 
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iv) Pekerjaan penanganan kecelakaan merupakan bagian dari 
kegiatan penanganan & pelayanan pada kegiatan pengawasan 
kecelakaan dan operasional jalan tol 
Disampaikan oleh pihak penyelenggara cipali bahwa sepanjang 
tahun 2020 KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi 
telah mencatat kecelakaan yang terjadi dalam satu bulan rata-
rata bisa mecapai 36 kali. Menurutnya, kasus kecelakaan di Tol 
Cipali perlu mendapat perhatian serius dari pemangku 
kepentingan, termasuk dari pengelola jalan tol serta pemilik 
kendaraan bermotor, terutama truk. 
Dari hasil investigasi yang dilakukan KNKT, kecelakaan paling 
banyak dialami sebuah truk yang mogok di bahu jalan dan 
ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain. 
Akibat kerasnya tabrakan dari belakang, maka kendaraan yang 
menabrak sampai masuk dan ringsek di kolong truk yang 
mogok. Ini yang menyebabkan banyak korban tewas terjepit di 
kolong truk. 
Untuk menghindari tabrakan dari belakang, KNKT 
menyarankan agar pemilik truk memasang bemper belakang di 
kendaraannya sehingga agar terjadi kecelakaan tidak terlalu fatal 
KNKT juga sudah merekomendasikan kepada pengelola tol agar 
kendaraan yang mogok dan parkir di bahu jalan, sesegera 
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mungkin diderek ke tempat aman agar terhindar tabrakan dari 
belakang. Saat ini tidak ada ketentuan harus berapa lama 
kendaraan mogok di bahu jalan harus diderek ke lokasi aman. 
Bahkan pihaknya menemukan pernah ada truk yang mogok 
selama tiga hari di bahu jalan tapi tidak diderek. truk yang 
mogok di bahu tol, ditabrak dari belakang oleh sebuah 
kendaraan, tapi karena tidak segera diderek beberapa hari 
kemudian ditabrak lagi dari belakang oleh kendaraan lain.  
v) Memonitor pekerjaan penderekan merupakan bagian dari 
kegiatan penanganan & pelayanan pada kegiatan pengawasan 
kecelakaan dan operasional jalan tol. 
Pihak pengelola jalan tol selain menyediakan kendaraan derek 
dalam penyelenggaraan pengoperasian jalan tol, yang 
bersangkutan juga perlu memantau atau memonitoring kegiatan 
penderekan karena bisanya pengguna jalan dipalak atau 
dimintakan biaya yang besar dan melebihi yang telah ditentukan 
dari perusahaan pengelola jalan tol. Karena itu perlu adanya 
monitoring  kegiatan penanganan dan pelayanan pada kegiatan 
pengawasan kecelakaan dan operasional jalan tol. Agar terjadi 
keteraturan dan menghilangkan oknum derek resmi dan derek 
liar yang berusaha mecari kesempatan dalam 
kesempitan/keadaan darurat.    
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vi) Pekerjaan penanganan kebakaran di area jalan tol merupakan 
bagian dari kegiatan penanganan & pelayanan pada kegiatan 
pengawasan kecelakaan dan operasional jalan tol. 
Pada ruas jalan di Cipali sebagian besar sisi samping kanan  dan 
kirinya merupakan area terbuka/lahan terbuka yang rentan oleh 
kebakaran yang di lakukan warga dalam rangka membersihakan 
lahannya dengan cepat dengan cara membakar lahannnya. 
Terkadang api yang terjadi akibat pembakaran lahan pertanian  
masuk dan merambat kedalam wilayah jalan tol Cipali, hal ini 
dapat berbahaya pada kendaraan yang melintas di jalan tol 
Cipali dan juga membahayakan pengguna jalan Tol Cipali. 
Karenanya perlu adanya patroli yang menginformasikan adanya 
kebakaran di titik tertentu tersebut. Agar segera di ketahui oleh 
pihak patrol dan segera dilakukan pemanggilan  pihak 
pemaddam kebakaran untuk melakukan pemadaman agar 
terhindar dari kebakaran yang lebih besar lagi. Sehingga dapat 
menyebabkan kecelakaan dan kerusakan aset jalan tol Cipali. 
vii) Pekerjaan perbaikan posisi rambu dan ruber cone pengaman 
lokasi pekerjaan merupakan bagian dari kegiatan penanganan & 
pelayanan pada kegiatan pengawasan kecelakaan dan 
operasional jalan tol. 
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Jalan tol pastinya membutuhkan perawatan karena secara 
berkala akan mengalami kerusakan akibat kondisi alam, beban 
kendaraan yang melintas dan dari kualitas jalan tersebut sendiri 
yang kurang mampu menopang kendaraan prngguna jalan yang 
melintas pada ruaj jalan Tol Cipali tersebut, karena itu pastinya  
ada pekerjaan perbaikan jalan  
4) Melakukan kegiatan pengecekan, serah terima tugas akhir & sarana 
prasarana kendaraan operasional.  
Pada tol cipali kegiatan pengecekan, serah terima tugas akhir & 
sarana prasarana kendaraan operasional, selalu dilakukan da nada 
formulir serah terima dalam betuk ceklist dalam sebuah buku dan 
laporan. Kegiatan ini rutin dilakukan oleh setiap pengganti tugas 
jaga penjagaan. Pada saat serah terima ketua Regu berenggung 
jawab Penuh dengan situasi dan inventaris Dinas sebagai laporan 
kepada Pimpinan. Setelah pengecekan barang inventaris 
dilaksanakan, selanjutnya barang-barang inventaris yang sudah di 
cek ditulis di buku mutasi inventaris guna mempertanggung jawaban 
terhadap anggota jaga baru. Bahwa pelaksanaan serah terima tugas 
jaga berjalan aman, tertib dan lancar. 
5) Pelaksana penanganan gangguan dan kecelakaan lalu lintas. 
Dalam penanganan gangguan dan kecelakaan lalu lintas, pihak patrol 
menghubungi ambulan untuk menangani korban jiwa agar segera 
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ditindak lanjuti karena semakin lama korban ditolong atau di tangani 
semakin tinggi juga fatalitas yang akan terjadi. Ini dikarenakan  saat 
kecelakaan bisa jadi darah yang keluar dari korban saat kecelakaan 
sehingga korban bisa saja kehabisan darah. 
d. Petugas Medis (Paramedic) 
Melaksanakan kegiatan penanganan pasien gawat darurat, pelayanan 
medis dan mengantarkan ke rumah sakit rujukan kepada pengguna jalan. 
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 
1) Melaksanakan serah terima tugas awal dari shift sebelumnya; 
2) Memberikan bantuan /pertolongani pertamai kepada ipengguna 
ijalan toli yang imengalami ikecelakaan isebelum mendapatkan 
pertolongan rumah sakit dalam rangka mendukung pelayanan lalu 
lintas; 
3) Melaksanakan  kegiatan  pengecekan  dan  pemeliharaan  sarana  dan 
kelengkapan ambulan; 
4) Memberikan   penanganan   gawat   darurat,   pelayanan   medis   dan 
mengantar   kerumah   sakit   rujukan   bagi   pengguna   jalan   yang 
mengalami kecelakaan; 
5) Membuat laporan penanganan kejadian dan laporan akhir tugas; dan 
6) Melakukan serah terima tugas dengan shift selanjutnya. 
128 
 
e. Petugas Rescue 
Memastikan, menyiapkan, memelihara sarana prasarana serta personal 
petugas rescue agar siap sedia saat ada keadaan darurat pengguna jalan 
yang memerlukan pertolongan. Uraian tugasnya adalah tugas sebagai 
berikut: 
1) Kegiatan serah terima tugas awal; 
2) Kegiatan pengecekan dan pemeliharaan sarana & prasarana; 
3) Kegiatan observasi sesuai wilayah beat; 
4) Kegiatan  penanganan  dan  pelayanan  kejadian  kecelakaan  yang 
membutuhkan peralatan Rescue; 
5) Kegiatan pembuatan laporan; dan 
6) Kegiatan serah terima tugas akhir. 
f. Unit Patroli Kamtib 
Fungsi Patroli Kamtib adalah imelindungi dani imengayomi lingkungani 
jalani tol dari setiapi gangguani keamanani serta imenegakkan iperaturan 
dan itata itertib yang iberlaku di ilingkungan jalan tol.  
1) Tugas pokok Unit Patroli Kamtib, sebagai berikut: 
2) Perlindungan terhadap  semua  bentuk ancaman dan  kerugian yang 
disebabkan oleh perbuatan manusia, alam dan bahaya lingkungan; 
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3) Pencegahan terjadinya peristiwa yang bertentangan dengan hukum; 
4) Pengawasan  lalu  lintas  orang,  barang,  hewan,  dan  kendaraan  di 
wilayah kerjanya; 
5) Pengawasan   untuk   menegakkan   disiplin   dalam   ketertiban   dan 
kebersihan rumija dari sampah warga sepanjang jalan tol Cikopo – 
Palimanan.; 
6) Mengatur lalu lintas di area gerbang tol, mencegah penumpangi naik 
turuni dari kendaraani umumi di jalani tol; dan 
7) Mencegah berdirinya bangunan liar, penertiban pedagang kaki lima 
dan iklan liar di wilayah jalan tol Cikopo – Palimanan. 
5. Hasil kuisioner penelitian  
Berdasarkan hasil survey yang kita dapat,  terlihat bahwa sekitar 10,3% 
pengemudi dijalan tol tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban 
penguna jalan tol begitupun yang kurang mengetahui ada sekitar 13,8 % 
ini dapat menjadi sorotan karena bisa jadi total dari 24,1% tersebut 
diatas dapat mengalami kecelakaan  dan tidak mengetahui aturan yang 
berlaku jika kecelakaan tersebut merusak asset jalan tol. Berikut 





a. Jawaban Berdasarkan jenis kelamin  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar sebanyak 85,5% 
pengemudi/supir yang melakukan perjalanan di jalan tol adalah berjenis 
kelamin laki laki.  
b. Jawaban Berdasarkan umur pemakai jalan tol  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar pengemudi/supir yang 
berumur Lebih dari 50 tahun adalah 5%, 18 s/d 25 tahun adalah 17%,  
41 s/d 50 tahun adalah 21,4% dan  26 s/d 40 tahun adalah 55,9%. 
c. Jawaban pemahaman persaratan laik teknis  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar tingkat pemahaman 
pengemudi/supir tentang kendaraan bermotor yang memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan yaitu Tidak paham adalah 0,7%, 
Kurang paham adalah 7,6%,   Cukup paham adalah 30,3%,  Paham 
adalah 45,5%,  Sangat adalah 15,9%. 
d. Jawaban pemahaman persaratan laik teknis  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar tingkat pengetahuan 
pengemudi/supir tentang  UU Lalu Lintas Angkutan Jalan No 22 Tahun 
2009 yaitu Tidak mengetahui adalah 4,8%,  Kurang mengetahui  adalah 
14,5%,   Cukup mengetahui adalah 51,7%,  Sangat mengetahui adalah 




e. Jawaban tentang kepemilikan SIM  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar tingkat kesesuaian Surat Ijin 
Mengemudi pengemudi/supir Tidak memiliki SIM adalah 8,3%,  
Memiliki SIM Habis masa berlaku adalah 2,1%,   Memiliki SIM adalah 
49%,  SIM Tidak Sesuai dengan kendaraan adalah 0,7%,  SIM sesuai 
dengan kendaraan (1.SIM A, 2.SIM A Umum, 3.SIM B, 4.SIM B 
Umum) Pilih Sesuai sim yang dimiliki dengan melingkari angka 1,2,3 
atau 4 adalah 40%. 
f. Jawaban tentang Manfaat fungsi Rambu  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar respons pengemudi/supir 
terhadap fungsi rambu di jalan tol yaitu Tidak membantu adalah 0%,    
Kurang membantu adalah 2,1%,   Biasa – biasa saja adalah 8,3%,   
Membantu adalah 40,7%,   Sangat membantu adalah 49%. 
g. Jawaban  tentang Kecepatan jalan tol 
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar kecepatan rata- rata 
pengemudi/supir Pada saat di jalan TOL Yaitu Lebih dari 100 Km/jam 
adalah 7,6%,    40 Km/jam adalah 2,1%,   100 Km/jam adalah 11,8%,   




h. Jawaban tentang pengalaman berlalulintas  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar pengalaman pengemudi/supir 
berlalu lintas menggunakan jalan tol yaitu Lebih dari 21 tahun adalah 
12,4%,   11 s/d 20 tahun adalah 15,2%,   Kurang dari 1 tahun adalah 
6,9%,   5 s/d 10 tahun adalah 26,2%,   1 s/d 5 tahun adalah 39,3%. 
i. Jawaban tentang kegiatan yang dilakukan saat mengemudi 
mengantuk  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar hal yang dilakukan 
pengemudi/supir saat mengemudikan kendaraan NGANTUK yaitu 
Menahan dan melanjutkan perjalanan adalah 0%,   Mengudap/makan 
makanan kecil adalah 10,3%,   Istirahat secukupnya adalah 37,2%,   
Mengganti pengemudi adalah 14,5%,   Istirahat setelah 4 jam 
mengemudikan selama 1 (satu) Jam adalah 37,9%. 
j. Jawaban tentang pengaruh kesehatan pada saat mengemudi 
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar pandangan  pengemudi/supir 
mengenai pengaruh kesehatan yang saudara ketahui pada saat 
mengemudi yaitu Tidak berpengaruh adalah 1,4%, Kurang berpengaruh 
adalah 0,7%,  Cukup berpengaruh adalah 17,9%, Berpengaruh adalah 




k. Jawaban pemahaman tentang pemuatan kendaraan barang  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar dimaksudakan untuk 
mengetahui bagaimana pengemudi/supir memuat barang pada kendaraan 
yaitu Melebihi diatas 50 % muatan yang diperbolehkan adalah 2,1%, 
Melebihi 50 % muatan yang diperbolehkan adalah 1,4 %, Melebihi 10 % 
muatan yang diperbolehkan adalah 1,4 %, Sesuai muatan yang 
diperbolehkan adalah 70,8 %, Kurang muatan yang diperbolehkan 
adalah 24,3%. 
l. Jawaban pemahaman tentang pemuatan kendaraan barang  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar diketahui bahwa 
pengemudi/supir Pernah saudara mengalami kecelakaan yaitu 
Kecelakaan berat adalah 2,8%, Kecelakaan sedang adalah 5,6%, 
Kecelakaan ringan adalah 9,7%, Nyaris/hampir kecelakaan adalah 
13,2%, Tidak pernah adalah 68,8%, 
m. Jawaban pengalaman kecelakaan pengguna jalan Tol 
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar diketahui bahwa 
pengemudi/supiryang pernah pernah mengalami kecelakaan apa 
penyebabnya yaitu Tertidur adalah 5,8 %, Melamun adalah 3,8 %, Tidak 





n. Jawaban tentang seberapa penting memiliki nomer tanggap darurat 
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar diketahui bahwa 
pengemudi/supir yang beranggapan penting atau tidaknya memiliki 
nomer tanggap darurat di jalan tol yaitu Tidak Penting adalah 0 %, 
Kurang Penting adalah 0,7%, Cukup Penting adalah 13,1%, Penting 
adalah 27,6%, Sangat Penting adalah 58,6%. 
o. Jawaban tentang mengetahui Jasa Raharja 
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar didapat informasi 
pengetahuan pengemudi/supir tentang keberadaan PT. Jasa Raharja 
Yaitu Tidak Mengetahui adalah 0,7%, Kurang Mengetahui adalah 2,1%, 
Cukup Mengetahui adalah 7,6%, Mengetahui adalah 12,5%,  Sangat 
Mengetahui adalah 77,1%. 
p. Jawaban tentang peranan jasa Raharja menangani kecelakaan 
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar diketahui pendapat 
pengemudi/supir tentang peran serta PT. Jasa Raharja dalam menangani 
santunan kecelakaan bagi pengguna jalan yaitu Tidak Berperan adalah 
0%,  Kurang Berperan adalah 4,2%,  Cukup Berperan adalah 8,4%,  





q. Jawaban tentang hak dan kewajiban jalan tol 
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar di ketahui pemahaman 
pengemudi/supir mengetahui tentang hak dan kewajiban penguna jalan 
tol tentang kerugian yang harus diganti oleh pengguna jalan yaitu Tidak 
Mengetahui adalah 10,3%,  Kurang Mengetahui adalah 13,8%,  Cukup 
Mengetahui adalah 24,1%,  Mengetahui adalah 30,3%,  Sangat 
Mengetahui adalah 21,4%. 
r. Jawaban tentang perlengapan jalan Tol 
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar diketahui penilaian 
pengemudi/supir atas manfaat perlengkapan prasarana jalan (Rambu 
Pagar pemisah, median jalan) bagi pengguna jalan yaitu Tidak 
membantu adalah 0%,  Kurang membantu adalah 2,8%,  Cukup 
membantu adalah 18,8%,  Membantu adalah 42,4%,  Sangat membantu 
adalah 36,1%. 
s. Jawaban tentang menemui pejalan kaki dijalan Tol  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar diketahui pengalaman 
pengemudi/supir menggunakan jalan TOL menemukan beberapa pejalan 
kaki yang menyebrangi jalan tol yaitu Menemukan lebih dari 10 orang 
adalah 2,8%,  Menemukan 4 s/d 10 orang adalah 4,8%,  Menemukan 2 
s/d 3 orang adalah 12,4%,  Menemukan 1 orang adalah 11%,  Tidak 
menemukan adalah 69%. 
136 
 
t. Jawaban tentang pentingnya sabuk keselamatan  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar diketahui anggapan penilaian 
dari pengemudi/supir atas perlengkapan kendaraan (sabuk keselamatan) 
untuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yaitu Tidak penting 
adalah 0%,  Kurang penting adalah 0%,  Cukup penting adalah 3,4%,  
Penting adalah 12,4%,  Sangat penting adalah 84,1%. 
u. Jawaban tentang alasan mengunakan  sabuk keselamatan  
Berdasarkan hasil kuisioner yang di sebar diketahui alasan 
pengemudi/supir menggunakan sabuk keselamatan yaitu Terpaksa 
adalah 0%,  Takut ditilang adalah 0,7%,  Diingatkan adalah 2,1%,  
Kepatuhan terhadap aturan adalah 9%,   Kesadaran adalah 88,3%. 
6. Asuransi Pada Pengelolaan Tol Cipali  
Asuransi pada pengelolaan jalan tol cipali memakai system batasan yaitu 
minimal kerugian kerusakan diatas 50 juta adapun dari nilai kecelakaan 
tersebut pihak asuransi hanya mengganti biaya sebejar 12 juta baik yang 
diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas maupun karena kejadian alam. 
Sebagai contoh waktu ada tol yang longsor  pada di kilometer 122 
tanggal 9 bulan februari tahun 2021 pihak asuransi hanya memberikan  
12 juta. Asuransi tersebut sesuai dengan kesepakatan perjanjian asuransi 





1. Dasar Hukum Pertanggungngan Jawab DalamiHukum 
Perlindungan Konsumen. 
Dalam hal ini penulis melihat Konsep Pertanggung jawaban 
yangi dilakukani yang ada saat terjadi kecelakaani lalu ilintas di Tol 
Cipali kita dapat melihat pada iundang iundang nomor 8 Tahun 
1999i tentang perlindungani konsumeni dan kewajibani iKonsumen 
yaitu pada pasal 4 
Pasal  4 iHak dan Kewajiban iKonsumen    
Hak konsumen iadalah: 
1) haki atas ikenyamanan, ikeamanan, dan ikeselamatan dalam 
mengkonsumsii barang idan/atau jasa; 
Penulis melihat dalam pasal 4 ayat 1, ayat ini menjelaskan 
bahwa pengguna jalan dapat dikatakan/disebut sebagai 
konsumen karena  pengguna jalan membayar sejumlah uang 
untuk melintasi jalan Tol tersebut. Hal ini pastinya menimbulkan 
hak dan kewajiban dari pembeli jasa jalan tol cipali dan 
penjual/pengelola jasa jalan tol di cipali oleh karena itu 
pengguna jalan harus mendapatkan haki atas ikenyamanan, 
ikeamanan, dan ikeselamatan pada saat melintasi jalan tol 
tersebut. Apabila mengalami kecelakaan pengguna jalan tol pun 
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harus mendapatkan haknya apa bila itu menjadi kesalahan pihak 
jalan tol maka pihak jalan tol wajib mengganti rugi, dan apabila 
kesalahan tersebut dari pihak penguna jalan tol sehingga 
merusakan aset maka pengguna jalan tol harus bertanggung 
jawab. 
2) haki untuk imemilih barang idan/atau ijasa serta imendapatkan 
barangi dan/atau ijasa tersebuti sesuaii idengan nilai itukar dan 
kondisii serta ijaminan yang idijanjikan; 
Penulis melihat dalam hal ini pasal 4 ayat 2, ayat ini menjelaskan 
bahwa pengguna jalan tol cipali berhakimendapatkan pelayanan 
yang sesuai dengan apa yang telah pengguna jalan tol bayarkan 
yaitu standar minimal pelayanan kecepatan dan pelayanan 
standar sesuaii idengan nilai itukar dan kondisii serta ijaminan 
yang idijanjikan saat melintasi jalan tol tersebut. Kita bisa 
menggunakan rest area secara gratis untuk toilet, masjid dan 
parkir kendaraan. pengguna jalan tol yang ingin istirahat sejenak 
sebelem melaksanakan perjalanan kembali  
3) haki atas iinformasi yang ibenar, ijelas, dan ijujur mengenai 
konsidisii dan ijaminan ibarang dan/atau ijasa; 
Penulis melihat dalam pasal 4 ayat 3, ayat ini menjelaskan 
bahwa pengguna jalan berhakimendapatkan hak atas informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi saat melintasi jalan 
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tol tersebut. Maksudnya adalah terkait tarif, prasarana dan 
kondisi jalan Tol cipali. Tarif jalan tol cipali yang disampaikan 
pada saat kita masuk ke gerbang tol harus sesuai saat kita keluar 
dari gerbang tol sehingga informasi yang disampaikanibenar, 
ijelas, dan ijujur. Prasarana jalan tol baik berupa lintasan jalan, 
rest area, gerbang tol harus ibenar, ijelas, dan ijujur sesuai 
dengan standar aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 
4) hak untuki didengari pendapat dani keluhannyai atas ibarang 
dan/ataui jasa yangi digunakan; 
Penulis melihat dalam pasal 4 ayat 4, ayat ini menjelaskan 
bahwa pengguna jalan tol berhakimendapatkan respons 
tanggapan atas  pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan. Rasa aman perlu diciptakan oleh pengelola 
jalan tol sebab setiap pengguna jalan tol memiliki hak terhadap 
pelayanan sesuai dengan apa yang pengguna jalan telah bayar 
sehingga hak tersebut perlu dijamin dan dilindungi. Hak-hak 
penguna jalan untuk sudah temasuk dalam hak-hak sebagai 
konsumen.  
Tidak jarang pengguna jalan tol memperoleh kerugian dalam 
penggunaan jalan tol Cipali . Ini berarti ada suatu kelemahan di 
Penyelengaraan di jalan tol cipali yang diproduksi/disediakan 
oleh pelaku usaha. Sangat diharapkan agar penyelenggara jalan 
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tol cipali berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan 
keluhan dari pengguna jalan. Di sisi yang lain penyelenggaran 
jalan tol cipali juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai 
pendapat dan keluhan, penyelenggaran jalan tol cipali 
memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya. 
 
5) haki untuki mendapatkani advokasi, iperlindungan, dan iupaya 
penyelesaiani sengketa iperlindungan ikonsumen secara ipatut; 
Penulis melihat dalam pasal 4 ayat 5, ayat ini menjelaskan 
bahwa pengguna jalan tol cipali berhak mendapatkani advokasi, 
iperlindungan, dan iupaya penyelesaiani sengketa iperlindungan 
ikonsumen secara saat melintasi jalan tol tersebut. Pengelola 
jalan tol cipali tentu sangat memahami mengenai jalan tol yang 
dikelolanya (barang/jasanya) .Sedangkan di sisi yang lain, 
Pengguna jalan tol cipali sama sekali tidak memahami apa saja 
proses yang dilakukan oleh pengelola jalan tol cipali guna 
menyediakan jasa jalan tol yang dilintasi oleh pengguna jalan 
tersebut. Sehingga posisi pengguna jalan tol cipali lebih lemah 
dibanding pengelola jalan tol cipali. Oleh karena itu diperlukan 
advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang 
patut bagi pengguna jalan tol. Patut berarti tidak memihak 
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kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. 
6) hak iuntuk mendapat ipembinaan dan ipendidikan ikonsumen; 
Penulis melihat dalam pasal 4 ayat 6, ayat ini menjelaskan 
bahwa pengguna jalan tol cipali berhak mendapatkani iuntuk 
mendapat ipembinaan dan ipendidikan ikonsumen saat melintasi 
jalan tol tersebut. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi 
pengguna jalan tol cipali lebih lemah dibanding posisi 
penyelengara jalan tol cipali. Untuk itu penyelengara jalan tol 
cipali harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik 
dan benar kepada pengguna jalan tol cipali. Pembinaan dan 
pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara penggunaan jalan 
tol cipali yang baik bermanfaat bagi dirinya, bukannya berupaya 
untuk mengeksploitasi pengguna jalan tol cipali. 
7) haki untuk idiperlakukan atau idilayani secara benari dan jujuri 
sertai tidaki idiskriminatif;  
Penulis melihat dalam pasal 4 ayat 7, ayat ini menjelaskan 
bahwa pengguna jalan mendapatkani hak untuk idiperlakukan 
atau idilayani secara benari dan jujuri sertai tidaki idiskriminatif. 
Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. 
Penyelengara jalan tol cipali usaha harus memberikan pelayanan 
yang sama kepada semua pengguna jalan tol cipali, tanpa 
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memandang perbedaan hubungan saudara, keluarga, idiologi, 
agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Lalu bagaimana 
dengan perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada maskapai 
penerbangan? Atau adanya nasabah prioritas pada bank? Apakah 
ini merupakan bentuk diskriminasi karena kekayaan? Menurut 
saya hal ini bukan diskriminasi. Adanya kelas bisnis atau 
nasabah prioritas didasarkan pada hubungan kontraktual. 
Sebelumnya sudah ada perjanjian antara konsumen dan pelaku 
usaha. Kalau bayar sedikit, fasilitasnya seperti ini, kalau nambah 
uang, fasilitasnya ditambah. Kalau di jalan tol berbeda dangan 
maskapai penerbangan dan nasabah bank prioritas. 
8) haki untuk mendapatkani kompensasi, iganti rugi idan/atau 
penggantian, apabila barangi dan/ataui jasa iyang iditerima tidak 
sesuaii dengani iperjanjian atau itidak isebagaimana imestinya; 
Penulis melihat dalam pasal 4 ayat 8, ayat ini menjelaskan 
bahwa pengguna jalan tol cipali  mendapatkani hak untuk 
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barangi dan/ataui jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Inilah inti dari 
hukum perlindungan konsumen khususnya di kegiatan 
penyelenggaraan jalan tol. Bagaimana pengguna jalan tol cipali 
yang dirugikan karena melewati jalan tol tersebut memperoleh 
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kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari 
pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah 
untuk mengembalikan keadaan pengguna jalan tol cipali  ke 
keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan 
pengguna jalan tol cipali  itu tidak terjadi. 
Kewajibani konsumeni yaitu: 
1) membacai atau imengikuti petunjuk iinformasi dan iprosedur 
pemakaiani atau pemanfaatani barang idan/atau jasa, idemi 
keamanan idan ikeselamatan; 
Penulis melihat dalam pasal 5 ayat 1 pengguna jalan tol cipali juga 
perlu mengetahui kewajibannya,  yaitu wajib membaca atau 
mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan 
maksudnya adalah  membaca aturan tentang jalan tol dan mengikuti 
petunjuk informasi mengenai rambu lalu lintas yang terpasang pada 
jalan tol saat melintasi jalan tol tersebut. Tidak bisa dipungkiri 
bahwa seringkali pengguna jalan tol cipali tidak memperoleh 
manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari melintasi jalan 
tol  cipali. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena 
pengguna jalan tol cipali tidak mengikuti petunjuk informasi, rambu, 
prosedur dan peringatan yang telah disediakan oleh pengelola jalan 
tol cipali. Hal ini sangatlah berbahaya karena dapat menimbulkan 
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kecelakaan yang dapat merenggut korban jiwa dari pihak pengguna 
jalan tol cipali. Karena itu perlulah pengguna jalan tol cipali 
membaca hingga memahami petunjuk informasi, rambu, prosedur 
dan peringatan yang telah disediakan oleh pengelola jalan tol cipali. 
2) beritikadi baik idalam melakukan itransaksi pembelian ibarang 
dan/atau ijasa; 
Penulis melihat dalam pasal 5 ayat 2 pengguna jalan tol cipali juga 
perlu mengetahui kewajibannya, yaitu beritikad baik dalam 
melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa yaitu pengguna 
jalan juga wajib melakukan tap awal sebelum masuk jalan tol 
(penempelan kartu pada saat masuk jalan tol) yang merupakan 
system pembayaran jalan tol, saat melintasi jalan tol tersebut dan 
melakukan tap akhir pada gerbang tol keluar.   Karena tidak jarang 
pula pengguna jalan tol cipali tidak beritikad baik dalam bertransaksi 
atau saat melintasi/mengunakan jalan tol cipali. Hal ini tentu saja 
akan merugikan pengelola jalan tol cipali, khalayak umum, dan 
secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang 
lain. Kerena itu perlu juga pengguna jalan tol cipali memperhatikan 
hal-hal yang menjadi kewajiban pengguna jalan tol cipali yaitu 





3) membayari sesuaii idengan nilaii itukar yang idisepakati; 
Penulis melihat dalam pasal 5 ayat 3 pengguna jalan tol cipali juga 
perlu mengetahui kewajibannya, yaitu membayari sesuaii idengan 
nilaii itukar yang idisepakati pengguna jalan tol cipali juga wajib 
melakukan tap akhir sesudah masuk jalan tol (penempelan kartu 
pada saat keluar jalan tol) yang merupakan system pembayaran jalan 
tol,  saat melintasi jalan tol tersebut.  Karena ini telah jelas bahwa 
ada uang, ada barang. Pengguna jalan tol yang akan menggunakan 
fasilitas jalan tol wajib hukumnya untuk membayari sesuaii idengan 
nilaii itukar yang idisepakati. 
4) Mengikuti iupaya penyelesaiani hukum isengketa perlindungani 
konsumeni secara ipatut. 
Penulis melihat dalam pasal 5 ayat 4 pengguna jalan tol cipali juga 
perlu mengetahui kewajibannya, mengikuti upaya penyelesaian 
hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang 
telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat 






Pasal 6  Haki dan Kewajibani Pelakui Usaha 
Hak Pelakui Usahai 
1) haki untuk menerimai pembayarani yang isesuai dengani 
kesepakatani imengenai ikondisi dan inilai tukar ibarang idan/atau 
jasa yang idiperdagangkan; 
Penulis melihat dalam pasal 6 ayat 1 pengelola jalan tol cipali 
memiliki hak dan kewajiban yaitu salah satunya haki untuk 
menerimai pembayarani yang isesuai dengani kesepakatani 
imengenai ikondisi dan inilai tukar ibarang idan/atau jasa yang 
idiperdagangkan. Pelaku Usaha juga perlu mengetahui 
kewajibannya, pihak pengelola jalan tol berhak memungut uang jasa 
dari pengguna jalan tol  yang melewati jalan tersebut dengan  
besaran yang di tetapkan harus disetujui oleh Badan pengatur jalan 
tol guna kegiatan operasional dari bandan usaha jalan tol tersebut. 
2) hak iuntuk mendapat iperlindungan ihukum dari itindakan 
konsumeni yangi beritikadi tidak baik; 
Penulis melihat dalam pasal 6 ayat 2 pengelola jalan tol cipali 
memiliki hak dan kewajiban yaitu salah satunya hak iuntuk 
mendapat iperlindungan ihukum dari itindakan pengguna jalan tol 
yangi beritikadi tidak baik, yaitu jika ada pengguna jalan tol cipali 
yang merusak fasilitas jalan tol maka pengelola jalan tol cipali, bisa 
meminta biaya penggatian atas kerusakan aset atau mengajukan 
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tuntutan jika pihak pengguna jalan tol cipali yang telah merusak 
tidak mau mengganti rugi. 
3) haki untuk melakukani pembelaani diri sepatutnyai di idalam 
penyelesaiani hukumi sengketai ikonsumen; 
Penulis melihat dalam pasal 6 ayat 3 pengelola jalan tol cipali 
memiliki hak dan kewajiban yaitu salah satunya haki untuk 
melakukani pembelaani diri sepatutnyai di idalam penyelesaiani 
hukumi sengketai ikonsumen. bisa meminta biaya penggatian atas 
kerusakan aset atau mengajukan tuntutan jika pihak pengguna jalan 
tol cipali yang telah merusak tidak mau mengganti rugi. Apabila bisa 
diselesaikan secara musyawarah maka itu hal yang terbaik. 
4) hak untuk rehabilitasii nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
Penulis melihat dalam pasal 6 ayat 3 pengelola jalan tol cipali 
memiliki hak dan kewajiban yaitu salah satunya hak untuk 
rehabilitasii nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan, ini terjadi bila ada suatu lain hal contohnya jika ada 
pengendara jalan tol cipali yang mengalami kecelakaan masuk 
lobang atau pun jalan yang rusak, hingga pengguna jalan tol cipali 
menuntut hingga dijatuhi putusan bahwa pengelola jalan tol cipali 
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bersalah sehingga, masyarakat beranggapan bahwa pengelola jalan 
tol cipali tidak professional. Setelah di tinjau ulang ternyata 
kesalahan ada pada pengguna jalan, dalam hal ini pihak pengelola 
jalan tol berhak untuk mendapatkan rehabilitasii nama baik apabila 
terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan 
oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
Kewajibani Pelaku iUsaha 
1) beritikadi baik idalam imelakukan kegiatani usahanya; 
Penulis melihat dalam pasal 7 ayat 1 pengelola jalan tol cipali 
memiliki kewajiban yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan 
usahanya. Ini dapat dikatakan bahwa pengelola jalan tol cipali harus 
memiliki itikad baik, yaitu memberikan informasi yang benar dan 
jujur mengenai kondisi kondisi dan pelayanan jalan tol cipali, 
melayani pengguna jalan tol cipali secara benar, menjamin mutu 
jalan tol cipali, memberikan layanan menguji barang, memberi 
kompensasi ganti rugi terhadap pengguna jalan tol cipali yang 
komplain terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, 
sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi.  
2) memberikani informasii iyang benar, ijelas dan jujuri mengenaii 
kondisi idan jaminani barang idan/atau ijasa serta imemberi 
penjelasani ipenggunaan, iperbaikan dan ipemeliharaan. 
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Penulis melihat dalam pasal 7 ayat 1 pengelola jalan tol cipali 
memiliki kewajiban yaitu memberikani informasi iyang benar, ijelas 
dan jujuri mengenaii kondisi idan jaminani barang idan/atau ijasa 
serta imemberi penjelasani ipenggunaan, iperbaikan dan 
ipemeliharaan. Pada hal ini pihak pengelola jalan tol cipali wajib 
melengkapi rambu-rambu dan perlengkapan jalan lainnya  sehingga 
pengguna jalan tol cipali dapat dengan mudah mengerti aturan dan 
tatacara melintasi jalan tol cipali agar terciptanya kelancaran dan 
keselamatan berkendara hingga terhindar dari berbagai masalah 
perjalanan. 
3) memperlakukani ataui imelayani konsumeni secarai benar idan ijujur 
sertai tidaki idiskriminatif; 
Penulis melihat dalam pasal 7 ayat 3, ayat ini menjelaskan bahwa 
pengelola jalan tol cipali memiliki kewajiban yaitu memperlakukani 
ataui imelayani konsumeni secarai benar idan ijujur sertai tidaki 
idiskriminatif. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk 
diperlakukan sama. Penyelengara jalan tol cipali usaha harus 
memberikan pelayanan yang sama kepada semua pengguna jalan tol 
cipali, tanpa memandang perbedaan hubungan saudara, keluarga, 
idiologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Lalu 
bagaimana dengan perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada 
maskapai penerbangan? Atau adanya nasabah prioritas pada bank? 
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Apakah ini merupakan bentuk diskriminasi karena kekayaan? 
Menurut saya hal ini bukan diskriminasi. Adanya kelas bisnis atau 
nasabah prioritas didasarkan pada hubungan kontraktual. 
Sebelumnya sudah ada perjanjian antara konsumen dan pelaku 
usaha. Kalau bayar sedikit, fasilitasnya seperti ini, kalau nambah 
uang, fasilitasnya ditambah. Kalau di jalan tol berbeda dangan 
maskapai penerbangan dan nasabah bank prioritas.  
4) menjamini mutu barangi dan/ataui jasa iyang idiproduksi idan/atau 
diperdagangkani berdasarkan iketentuan istandar mutu ibarang 
dan/ataui jasa iyang iberlaku; 
Penulis melihat dalam pasal 7 ayat 4, ayat ini menjelaskan bahwa 
pengelola jalan tol cipali memiliki kewajiban yaitu menjamini mutu 
barangi dan/ataui jasa iyang idiproduksi idan/atau diperdagangkani 
berdasarkan iketentuan istandar mutu ibarang dan/ataui jasa iyang 
iberlaku. Dalam hal ini pengelola jalan tol cipali wajib melakukan 
control mutu yang mana manmpu mendeteksi dan eliminasi ke 
gagalan komponen yaitu diantaranya jalan yang berlubang dan 
fasilitas jalan yang rusak atau tidak sesuai dengan standar, karena 
program ini merupakan sebuah proses pasca-produksi yaitu setelah 
jalan tol jadi dan beroperasional. Yang mana bagian dari kegiatan 
patroli jalan yaitu mencatat, melacak dan menolak item-item yang 
cacat (jalan berlubang/fasilitas rusak). Kontrol mutu dilakukan oleh 
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pekerja-pekerja yang dikenal sebagai pemeriksa mutu inspector yang 
berpatroli dan berkeliling. Inspeksi dan pemeriksaan jalan tol adalah 
metode-metode umum dari kontrol mutu, dan sudah digunakan 
secara luas dalam pendidikan untuk memeriksa apakah standar-
standar telah dipenuhi atau belum dalam penyelenggaraan jalan tol 
cipali. 
Jaminan mutu berbeda dari kontrol mutu, baik sebelum maupun 
ketika proses tersebut berlangsung. Penekanan ini bertujuan untuk 
mencegah terjadi kesalahan/kecelakaan lalu lintas sejak awal proses 
produksi. Jaminan mutu jalan tol didesain sedemikian rupa untuk 
menjamin bahwa proses penyelenggaraan jalan tol  berjalan dengan 
lancar dan selamat yang memenuhi spesifikasi standar pelayanan 
minimal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jaminan mutu jalan tol  
sebuah cara untuk penyelenggaraan operasional jalan tol yang bebas 
dari cacat dan kesalahan sehingga terhindar dari kecelakaan lalu 
lintas sehingga tidak merugikan penyelenggara jalan tol cipali dan 
pengguna jalan tol. Jaminan mutu jalan tol sendiri merupakan 
pemenuhan standar operasional prosedur secara konsisten yang 
menjadikan jalan tol memiliki standar yang selalu baik sejak awal 
(right first time every time). Jaminan mutu lebih menekankan 
tanggung jawab tenaga kerja dibandingkan inspeksi kontrol mutu, 
meskipun sebenarnya inspeksi tersebut juga memiliki peranan dalam 
jaminan mutu. Mutu jalan tol yang baik dijamin oleh sistem, yang 
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dikenal sebagai sistem jaminan mutu, yang memposisikan secara 
tepat bagaimana pengoperasian jalan tol seharusnya berperan sesuai 
dengan standar. Standar-standar operasional jalan tol diatur oleh 
prosedur-prosedur yang ada dalam sistem jaminan mutu. 
TQM (Total Quality Management) merupakan perluasan dan 
pengembangan dari jaminan mutu. TQM adalah tentang usaha 
menciptakan sebuah kultur mutu, yang mendorong semua stafnya 
untuk memuaskan semua para pengguna jalan tol cipali. Dalam 
konsep mutu terpadu pengguna jalan tol cipali adalah raja. Konsep 
ini berbicara tentang bagaimana memberikan sesuatu yang 
diinginkan oleh Pengguna jalan tol, serta kapan dan bagaimana 
mereka menginginkannya. Konsep ini disesuaikan dengan perubahan 
harapan dan gaya pengguna jalan tol dengan cara mendesain jalan 
tol, rest area dan jasa yang memenuhi dan memuaskan harapan 
pengguna jalan tol. Dengan memuaskan pengguna jalan tol cipali, 
bisa dipastikan bahwa mereka akan kembali lagi dan memberitahu 
pengguna jalan tol lain tentang produk atau layanan jalan tol cipali. 
Ini disebut dengan istilah mutu yang menjual (sell-on quality). 
Persepsi dan harapan pelanggan tersebut diakui sebagai sesuatu yang 
bersifat jangka pendek dan bisa berubah-ubah. Demikian juga 
dengan organisasi, ia harus menemukan metode-metode yang tepat 
untuk mendekatkan diri dengan pengguna jalan tol mereka agar 
153 
 
dapat merespon perubahan selera, kebutuhan, dan keinginan 
pengguna jalan tol. 
5) memberii kesempatani kepada ikonsumen untuki menguji, idan/atau 
mencobai barangi dan/atau ijasa itertentu iserta memberi ijaminan 
dan/ataui garansi iatas ibarang iyang idibuat idan/atau iyang 
diperdagangkan; 
Penulis melihat dalam pasal 7 ayat 5, ayat ini menjelaskan bahwa 
pengelola jalan tol cipali memiliki kewajiban yaitu memberii 
kesempatani kepada ikonsumen untuki menguji, idan/atau mencobai 
barangi dan/atau ijasa itertentu iserta memberi ijaminan dan/ataui 
garansi iatas ibarang iyang idibuat idan/atau iyang diperdagangkan.  
Seiring dan sesuai dengan keputusan menteri pekerjaan umum dan 
perumahan rakyat, setelah peresmian, jalan tol ini akan dibuka untuk 
sosialisasi tanpa tarif selama minimum 7 hari dan diperuntukkan 
bagi kendaraan golongan I, hal ini telah dilaksanakan oleh pengelola 
tol cipali pada bulan juni  2015. Sehingga masyarakat mengerti dan 
memahami mengenai produk jalan tol yang nanti akan dipergunakan 
oleh pengguna jalan tol cipali. 
6) memberii ikompensasi, iganti rugi idan/atau ipenggantian atas 
kerugiani akibat ipenggunaan, pemakaiani dan ipemanfaatan ibarang 
dan/atau jasai yang idiperdagangkan. 
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Penulis melihat dalam pasal 7 ayat 6, ayat ini menjelaskan bahwa 
pengelola jalan tol cipali memiliki kewajiban yaitu memberii 
ikompensasi, iganti rugi idan/atau ipenggantian atas kerugiani akibat 
ipenggunaan, pemakaiani dan ipemanfaatan ibarang dan/atau jasai 
yang idiperdagangkan. kendaraan pengguna jalan tol cipali rusak 
karena kesalahan dari badan usaha jalan tol cipali, maka pengguna 
jalan tol cipali bisa menuntut ganti rugi sehingga badan usaha wajib 
mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna jalan tol sebagai 
akibat kesalahan dari Badan Usaha dalam pengusahaan jalan tol.  
Undangi Undangi No 22i tahuni 2009 tentangi Lalui lintasi  
Pasali 26 
1) Penyediaani perlengkapani Jalani sebagaimanai dimaksudi idalam iPasal 25 
ayati idiselenggarakan oleh: 
a) Pemerintahi untuki jalani nasionali dan sebagai penanggung jawab 
b) pemerintahi provinsi untuki jalan provinsi dan sebagai penanggung jawab 
c) pemerintahi ikabupaten/kotai untuki jalan dan sebagai penanggung jawab 
d) kabupaten/kotai dan jalan desai dan sebagai penanggung jawab  
e) badani usaha ijalan toli untuk ijalan tol dan sebagai penanggung jawab 
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Penulis melihat pada Undangi Undangi No 22i tahun 2009 tentangi Lalui lintas 
pasal 26 ayat 1 e ,badani usaha ijalan toli untuk ijalan tol dan sebagai 
penanggung jawab perlengkapan jalan. Di sini tersirat jelas bahwa Tujuan dari 
pemasangan fasilitas perlengkapan jalan oleh pengelola jalan tol cipali adalah 
untuk meningkatkan keselamatan jalan tol dan sehingga menyediakan 
pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Fasilitas perlengkapan jalan 
memberi informasi kepada pengguna jalan tentang peraturan dan petunjuk 
yang diperlukan untuk mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan 
beroperasi dengan efisien. Hal ini menegaskan bahwa badan usaha jalan 
tol/pengelola jalan tol memiliki peranan penuh terhadap kewajiban 
penyelenggaraan jalan tol. Penyediaani iperlengkapan iJalan isebagaimana 
dimaksudkan padai iayat (1) idilaksanakan isesuai dengani ketentuani 
peraturani iperundang-iundangan. 
Peraturani pemerintah irepublik indonesia  inomor 15 tahun 2005 iTentang Jalani 
Toli bagaimanai hak idan kewajiban ipengguna idan badan iusaha ijalan itol 
Haki dani Kewajibani Penggunai Jalani iTol 
Pasali 86i 
1) Penggunai jalani tol wajibi membayari tol isesuaii idengan tarif yangi telahi 
ditetapkan. 
Penulis melihat dalam Peraturani pemerintah irepublik indonesia  inomor 15 
tahun 2005 iTentang Jalani Toli bagaimanai hak idan kewajiban ipengguna 
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idan badan iusaha ijalan itol pasal 6 ayat 1 penguna jalan tol cipali memiliki 
hak dan kewajiban yaitu salah satunya yaitu Penggunai jalani tol wajibi 
membayari tol isesuaii idengan tarif yangi telahi ditetapkan. Bisa 
disampaikan bahwa Jalan tol cipali tidak akan bisa gratis karena untuk 
pembangunannya pemerintah mengandalkan hutang yang didapat baik 
melalui penjualan surat utang negara dan sebagainya. Selain itu, Indonesia 
juga menerapkan Skema Public Private Partnership (PPP) yang sudah 
beroperasi semenjak tahun 2012 yang mana memungkinkan korporasi untuk 
berinvestasi pada jalan tol cipali. Untuk menarik minat investor, tentunya 
harus ada timbal balik yang mereka dapatkan. Pengguna jalan tol cipali juga 
mendapatkan keuntungan yaitu lebih cepat waktu tempuhnya. Jalan tol cipali 
sebenarnya memiliki fungsi yang hampir serupa dengan jalan pantura pada 
umumnya, yakni ditujukan untuk kendaraan yang memiliki sumbu dua 
maupun lebih. Keberadaan jalan tol cipali memiliki manfaat berupa lalu lintas 
yang lebih lancar karena jarak tempuh serta waktu yang lebih singkat. 
Namun, pengguna jalan tol harus membayar sejumlah biaya untuk dapat 
menikmati fasilitas ini. 
2) Penggunai jalan toli wajib membayari dendai sebesari dua kalii tarif tol ijarak 
terjauhi pada suatu iruas jalan tol idengan isistem tertutupi dalam hal: 
a) penggunai jalan tol itidak dapati menunjukkan ibukti tanda imasuk jalan 
tol padai saat imembayar tol; 
b) menunjukkani bukti tanda imasuk yang irusak pada isaat imembayar tol;  
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c) tidaki dapat imenunjukkan bukti itanda imasuk iyang benar iatau yang 
sesuaii dengan iarah perjalanani pada isaat membayari tol. 
Penulis melihat dalam Peraturani pemerintah irepublik indonesia  inomor 15 
tahun 2005 iTentang Jalani Toli bagaimanai hak idan kewajiban ipengguna 
idan badan iusaha ijalan itol pasal 6 ayat 2 (a) (b) dan (c) penguna jalan tol 
cipali memiliki hak dan kewajiban yaitu Penggunai jalan tol cipalii wajib 
membayari dendai sebesari dua kalii tarif tol cipaliijarak terjauhi pada suatu 
iruas jalan tol cipali idengan isistem tertutupi dalam hal penggunai jalan tol 
itidak dapati menunjukkan ibukti tanda imasuk jalan tol cipali padai saat 
imembayar tol di gerbang keluar, menunjukkani bukti tanda imasuk yang 
irusak pada isaat imembayar tol di gerbang keluar tol cipali, dan tidaki dapat 
imenunjukkan bukti itanda imasuk iyang benar iatau yang sesuaii dengan 
iarah perjalanani pada isaat membayari tol di gerbang keluar tol. Pihak 
pengelola jalan tol cipali mengagap kehilangan tiket itu merupakan kelalaian 
dari pengguna jalan tol cipali.  
3) Penggunai jalani tol iwajib menggantii ikerugian iBadan iUsaha yang 
diakibatkani olehi kesalahannyai sebesar nilaii kerusakani yang ditimbulkan 
atas kerusakan pada: 
a) bagian-bagiani jalani itol; 
b) perlengkapani jalani itol; 
c) bangunani pelengkap ijalan tol;  
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d) saranai penunjang ipengoperasian ijalan itol. 
Penulis melihat dalam Peraturani pemerintah irepublik indonesia  inomor 15 
tahun 2005 iTentang Jalani Toli bagaimanai hak idan kewajiban ipengguna 
idan badan iusaha ijalan itol pasal 6 ayat 3 (a) (b) (c) dan (d) penguna jalan 
tol cipali memiliki hak dan kewajiban yaitu Penggunai jalani tol iwajib 
menggantii ikerugian iBadan iUsaha yang diakibatkani olehi kesalahannyai 
sebesar nilaii kerusakani yang ditimbulkan atas kerusakan pada bagian-
bagiani jalani itol,  perlengkapani jalani itol, bangunani pelengkap ijalan tol 
dan saranai penunjang ipengoperasian ijalan itol. Tanpa sengaja ataupun 
sengaja rusak akibat kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan Tol. 
Ketentuani sebagaimana idimaksud pada iayat (3) iberlaku pula iuntuk ijalan 
penghubung antara jalan umum ke jalan tol cipali. 
Pasal 87 
Penggunai jalan toli berhaki menuntuti gantii kerugiani kepada Badani Usahai 
atas kerugiani yang merupakani akibat kesalahani dari iBadan iUsaha idalam 
pengusahaani jalan itol. 
Penulis melihat dalam Peraturani pemerintah irepublik indonesia  inomor 15 tahun 
2005 iTentang Jalani Toli bagaimanai hak idan kewajiban ipengguna idan badan 
iusaha ijalan itol pasal 87. Penggunai jalan toli cipali berhaki menuntuti gantii 
kerugiani kepada pengelola jalan tol cipali atas kerugiani yang merupakani akibat 
kesalahani dari pengelola jalan tol cipali idalam pengusahaani jalan itol cipali 
tersebut. Kejadian ini bisa terjadi jika pengguna jalan tol cipali melaju dengan 
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kecepatan yang sesuai dengan aturan dan tidak melanggar rambu dan marka tetapi 
tetap mengalami kecelakaan akibat jalan yang berlubang, yang belum sempat 
terinspeksi dan belum di perbaiki, sehingga pengguna jalan mengalami 
kecelakaan sehingga mengalami kerugian. Maka pihak pengguna jalan tol cipali 
berhaki menuntuti gantii kerugiani kepada Badani Usahai atas kerugiani yang 
merupakani akibat kesalahani dari iBadan iUsaha idalam pengusahaani jalan itol. 
Pasal 88 
Penggunai jalan tol iberhak mendapatkani pelayanan ijalan tol iyang sesuai 
dengani standar pelayanani minimal sebagaimanai dimaksud. 
Penulis melihat dalam Peraturani Pemerintah IRepublik Indonesia  inomor 15 
tahun 2005 iTentang Jalani Toli bagaimanai hak idan kewajiban ipengguna idan 
badan iusaha ijalan itol pasal 87. Penggunai jalan tol Cipalii iberhak 
mendapatkani pelayanan ijalan tol dari pengelola jalan tol Cipali iyang sesuai 
dengani standar pelayanani minimal, yang mana Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) pengelolaan jalan tol Cipali yang merupakan ukuran yang harus dicapai 
dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol SPM jalan tol pengelolaan jalan tol 
Cipali mencakup kondisi jalan tol cipali apakan sesuai atau tidak, kecepatan 
tempuh rata-rata pengguna jalan tol Cipali, aksesibilitas pemakai jalan tol Cipali, 
mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan 
pelayanan. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek 
dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. 
Karena itulah jika pengelola jalan tol Cipali mematuhi segala aturan mengenai 
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SPM jalan tol dapat mengurangi kecelakaan yang terjadi sehingga bardampak 
pada berkurangnya kerusakan aset jalan tol cipali.  
Haki dani Kewajibani Badani Usahai Jalan iTol 
Pasali 89 
Badani Usaha iberhak iuntuk menolak imasuknya dan/atau imengeluarkan 
pengguna ijalan tol iyang tidak imemenuhi ketentuan ibatasan sumbu iterberat di 
gerbang iterdekat dari ijalan tol. 
Penulis melihat dalam Peraturani Pemerintah IRepublik Indonesia  inomor 15 
tahun 2005 iTentang Jalani Toli bagaimanai Haki dani Kewajibani Badani Usahai 
Jalan iTol cipali pada pasal 89, yang mana Pengelola Jalan Tol cipali iberhak 
iuntuk menolak imasuknya dan/atau imengeluarkan pengguna ijalan tol iyang 
tidak imemenuhi ketentuan ibatasan sumbu iterberat di gerbang iterdekat dari 
ijalan tol. Hal ini dikarenakan Pengelola Jalan Tol cipali tidak ingin mengalami 
resiko yang besar terhadap kendaraan yang masuk. Karena kendaraan yang over 
loading biasanya rentan terhadap kecelakaan dan juga kecepatan yang di gunakan 
pastilah rendah ini akan mengakibatkan menurunnya kecepatan rata-rata tempuh 
dari seluruh kendaraan yang melintas di jalan tol tersebut. 
Pasali 92 
Badani Usahai wajib menggantii kerugian iyang diderita iolehi pengguna ijalan tol 
sebagai iakibat kesalahan dari iBadan Usaha idalam ipengusahaan ijalan itol. 
161 
 
Penulis melihat dalam Peraturani Pemerintah IRepublik Indonesia  inomor 15 
tahun 2005 iTentang Jalani Toli pasal 92, yang mana Pengelola Jalan Tol Cipali 
wajib menggantii kerugian iyang diderita iolehi Pengguna Jalan Tol Cipali 
sebagai iakibat kesalahan dari Pengelola Jalan Tol Cipali idalam 
ipengusahaan/pengoperasian ijalan itol. 
2. Cara  Penyelesaian Konsumen Dengan Pengelola Jalan Tol Terkait 
Kerusakan Asset Jalan Tol. 
cara penyelesaian kerusakan asset jalan tol dapat di golongkan menjadi 
dua yaitu  
1) Kerusakan asset jalan tol yang disebabkan oleh kelalaian pengguna 
Penulis melihat bahwa jika kerusakan asset jalan tol yang disebabkan oleh 
kecelakaan karena kelalaian pengguna, dalam undang iundang iperlindungan 
konsumeni dijelaskani bahwa akan menjadi tanggung jawab bagi pengguna 
jalan tol jika ditemukan kelalaian dari pihak pengguna, yaitu tidak patuhnya 
terhadap aturan hukum yang berlaku yang tertuang dalam peraturan lalu 
lintas. Kerusakan tersebut dapat berupa, bagian-bagiani jalani tol, 
perlengkapani jalani itol, bangunani pelengkap jalani toli dan saranai 
penunjang pengoperasiani jalani tol. Hal ini jelas tertuang pada Peraturani 
pemerintah irepublik indonesia  inomor 15 tahun 2005 iTentang Jalani Toli 
bagaimanai hak idan kewajiban ipengguna idan badan iusaha ijalan itol pasal 
6 ayat 3 (a) (b) (c) dan (d) penguna jalan tol cipali memiliki hak dan 
kewajiban yaitu Penggunai jalani tol iwajib menggantii ikerugian iBadan 
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iUsaha yang diakibatkani olehi kesalahannyai sebesar nilaii kerusakani yang 
ditimbulkan atas kerusakan pada bagian-bagiani jalani itol,  perlengkapani 
jalani itol, bangunani pelengkap ijalan tol dan saranai penunjang 
ipengoperasian ijalan itol. Tanpa sengaja ataupun sengaja rusak akibat 
kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan Tol. Ketentuani sebagaimana 
idimaksud pada iayat (3) iberlaku pula iuntuk ijalan penghubung antara jalan 
umum ke jalan tol cipali. 
2) Kerusakan asset jalani tol yang disebabkan oleh kelalaian Pengelola 
Penulis melihat jika kerusakan asset yang jalan tol terjadi karena kecelakaan yang 
disebabkan oleh kelalaian pengelola, kerusakan asset tersebut menjadi tanggung 
jawab pengelola jalan tol dan penggunai jalani tol berhaki menuntuti ganti 
kerugiani kepada Badan Usaha atas kerugiani yang merupakani akibat kesalahani 
dari Badan Usahai dalam pengusahaani jalan tol. Hal ini tertuang pada iundang 
iundang nomor 8 Tahun 1999i tentang perlindungani konsumeni dan kewajibani 
iKonsumen pasal 4 ayat 8, ayat ini menjelaskan bahwa pengguna jalan tol cipali  
mendapatkani hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barangi dan/ataui jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Inilah inti dari hukum perlindungan 
konsumen khususnya di kegiatan penyelenggaraan jalan tol. Bagaimana pengguna 
jalan tol cipali yang dirugikan karena melewati jalan tol tersebut memperoleh 
kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian 
kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan 
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pengguna jalan tol cipali  ke keadaan semula, seolah-olah peristiwa yang 
merugikan pengguna jalan tol cipali  itu tidak terjadi. Hal ini tertuang juga pada 
Peraturani pemerintah irepublik indonesia  inomor 15 tahun 2005 iTentang Jalani 
Toli bagaimanai hak idan kewajiban ipengguna idan badan iusaha ijalan itol pasal 
87. Penggunai jalan toli cipali berhaki menuntuti gantii kerugiani kepada 
pengelola jalan tol cipali atas kerugiani yang merupakani akibat kesalahani dari 
pengelola jalan tol cipali idalam pengusahaani jalan itol cipali tersebut. Kejadian 
ini bisa terjadi jika pengguna jalan tol cipali melaju dengan kecepatan yang sesuai 
dengan aturan dan tidak melanggar rambu dan marka tetapi tetap mengalami 
kecelakaan akibat jalan yang berlubang, yang belum sempat terinspeksi dan belum 
di perbaiki, sehingga pengguna jalan mengalami kecelakaan sehingga mengalami 
kerugian. Maka pihak pengguna jalan tol cipali berhaki menuntuti gantii kerugiani 
kepada Badani Usahai atas kerugiani yang merupakani akibat kesalahani dari 
iBadan iUsaha idalam pengusahaani jalan itol. 
3. Kendala Pelaksanaan Pertanggungjawaban  Konsumen Untuk 
Mengganti Asset Jalan Tol. 
1) Tidak semua orang tau tentang peraturan jalan tol 
Kendala yang dihadapi dilapangan Tidak semua orang tau tentang aturan 
Pertanggungjawaban sehingga sering terjadi adu argument antara penggunai 
jalan yangi mengalamii kecelakaani dan pengelola jalani tol. Setelah dibuka 
aturanya akhirnya pengguna jalan baru paham tentang haki dan ikewajiban 
penggunai ijalan itol. Padahal kewajiban dari konsumen salahi isatunya 
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adalah imembaca iatau mengikuti ipetunjuk informasi idan iprosedur 
pemakaiani atau ipemanfaatan ibarang dan/ataui jasa, idemi ikeamanan idan 
keselamatan. Hal ini tertuang pada iundang iundang nomor 8 Tahun 1999i 
tentang perlindunganiidan kewajibani iKonsumen. Penulis melihat dalam 
pasal 5 ayat 1 pengguna jalan tol cipali juga perlu mengetahui 
kewajibannya,  yaitu wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan 
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan maksudnya adalah  membaca aturan tentang jalan tol dan 
mengikuti petunjuk informasi mengenai rambu lalu lintas yang terpasang 
pada jalan tol saat melintasi jalan tol tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa 
seringkali pengguna jalan tol cipali tidak memperoleh manfaat yang 
maksimal, atau bahkan dirugikan dari melintasi jalan tol  cipali. Namun 
setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena pengguna jalan tol cipali 
tidak mengikuti petunjuk informasi, rambu, prosedur dan peringatan yang 
telah disediakan oleh pengelola jalan tol cipali. Hal ini sangatlah berbahaya 
karena dapat menimbulkan kecelakaan yang dapat merenggut korban jiwa 
dari pihak pengguna jalan tol cipali. Karena itu perlulah pengguna jalan tol 
cipali membaca hingga memahami petunjuk informasi, rambu, prosedur dan 
peringatan yang telah disediakan oleh pengelola jalan tol cipali. 
2) Pengguna jalan tol  yang merasa kurang mendapatkan informasi tentang 
haki dan ikewajiban selaku penggunai ijalan itol. Konsumen hanya 
diberikan informasi tarifi iyang berlaku idi iruas jalan itol tersebut. karena 
salah satu kewajiban pengelola jalan tol adalahi memberikani informasi 
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iyang ibenar, ijelas dan jujuri mengenai ikondisi dan ijaminan ibarang 
idan/ataui jasa isertai memberi penjelasani penggunaan, perbaikani dan 
ipemeliharaan. Hal ini tertuang pada iundang iundang nomor 8 Tahun 
1999i tentang perlindungani konsumeni dan kewajibani iKonsumen pasal 
4 ayat 6, ayat ini menjelaskan bahwa pengguna jalan tol cipali berhak 
mendapatkani iuntuk mendapat ipembinaan dan ipendidikan ikonsumen 
saat melintasi jalan tol tersebut. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa 
posisi pengguna jalan tol cipali lebih lemah dibanding posisi penyelengara 
jalan tol cipali. Untuk itu penyelengara jalan tol cipali harus memberikan 
pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar kepada pengguna jalan tol 
cipali. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara 
penggunaan jalan tol cipali yang baik bermanfaat bagi dirinya. 
Tabel III.1 Aturan Yang Dipakai Dalam Pertanggungjawaban Kerusakan Aset 
Jalan Tol Yang Diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. 
ATURAN PASAL 
UU No 8 Tahun 1999 Pasal 4 , Pasal 6 
UU No 22iTahun 2009 Pasal 26 






A. Kesimpulan  
1. Dasar hukum/bentuk pertangungjawaban kerusakan aset jalan tol yang 
diakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah: 
a.  UU No 8 Tahun 1999  Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7  
mengenai hak dan kewajiban konsumen. 
b. UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 26 mengenai badan usaha jalan tol 
sebagai penanggung jawab penyedia pelengkapan jalan di jalan tol. 
c. PP No 15 Tahun 2005 Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 92 
yang spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban Pengguna jalan 
tol. 
2. Cara penyelesaian pertangungjawaban kerusakan aset jalan tol yang 
diakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah Jika permasalahan kecelakaan 
di jalan tol terjadi hingga merusak asset jalan tol yang disebabkan oleh 
kelalaian penggunan contohnya mengantuk maka Pengguna  harus 
mengganti asset tersebut biasanya kendaraan pengguna dijadikan 
jaminan sampai pengguna menyelesaikan urusan ganti rugi aset dan 
pihak pengelola tol tidak akan menanggung kerugian  yang di derita oleh 
pengguna jalan tol. Hanya mengevakuasi dan melancarkan kembali arus 
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lalu lintas di jalan tol tersebut. Jika kelalaian ada pada pihak pengelola 
jalan tol contohnya jalan berlubang pengelola jalan tol akan mengganti 
rugi semua kerusakan kendaraan tersebut, penguna jalan tol untuk 
melajutkan proses klaim harus melengkapi dokumen persyaratan dalam 
waktu 3x24 jam sejak kejadian yaitu berupa identitas diri, foto fisik 
kendaraan di TKP atau lokasi kejadian, surat keterangan polisi, sampai 
bukti tanda terima transaksi atau struk tol. 
3. Kendala pelaksanaan penyelesaian pertangungjawaban kerusakan aset 
jalan tol yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah masih ditemukan 
24,1% pengguna jalan tol cipali yang belum dan kurang mengerti aturan 
mengenai hak dan tanggung jawabnya sehingga menimbulkan 
perdebatan antara pengguna jalan dan pengelola jalan tol saat kejadian.  
Karena  pengguna jalan tol cipali hanya diinfokan mengenai tarif jalan 
tol yang dilihat pada saat masuk jalan tol, sedangkan informasi 








B. Saran  
1. Untuk menambah pemahaman keselamatan pengguna jalan tol perlu 
adanya penyuluhan keselamatan di rest area.  penyuluhan keselamatan 
dapat berupa pembuatan spanduk, baner, selebaran dan penyuluhan 
langsung di rest area. 
2. Pemasangan peringatan tentang daerah rawan kecelakaan agar dapat 
mengurangi kecelakaan yang akhirnya dapat merusak asset sehingga 
mencegah terjadinya kecelakaan dan mengurangi kasus. 
3. Perlu adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pengguna dan 
pengelola jalan toll, yaitu dapat berupa  pencetakan hak dan kewajiban 
belakang tiket karcis tol, pembuatan spanduk, baner, selebaran dan 
penyuluhan langsung di rest area. 
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai media yang paling efektif 
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